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ABSTRAK

EVALUAST PENGORGANISASIAN KOMIST PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN MAMASA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017

Rahmawati
rahmawati.achmad 50 email.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Rahmawati. Evaluasi Pengorganisasian KPU Kabupaten Mamasa Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Sulawesi Barat Tahun 2017. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pengorganisasian KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten Mamasa atas partisipasi pemilih pada pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kabupaten Mamasa, dan mengetahui
tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubeinur
Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kabupaten Mamasa.

Penelittan yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan
melalui studi dokumentasi, dan studi lapangan. Untuk studi lapangan
menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan
dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan
kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengorganisasian KPU
Kabupaten Mamasa dalam peningkatan partisipast pemilih pada pelaksanaan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
tampak pada kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala daerah, pemutakhiran Daftar
Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, pelayanan hak pemilih,
dan pencatatan Daftar Pemilih Tambahan. Pengorganisasian ini belum memadai
di dalam mendorong maksimalisasi partisipasi pemilth di Kabupaten Mamasa.
Karena jenis kegiatannya masih terbatas demikian juga dengan jangkauannya
kepada calon pemilih. Selain itu, capaian partisipasi pemilih pada pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, terbilang
rendah. Hal tersebut dindikasikan oleh partsipasi pemilih di Kabupaten Mamasa
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yakni 64% dibanding dengan partisipasi pemilih rata-rata kabupaten se Sulawesi
Barat yakni 73,83%, maka jelas tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa
masih jauh lebih rendah. Selain itu, jika dibanding dengan partisipasi pemilih
masing-masing kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka
partisipast pemilih di Kabupaten Mamasa juga terbilang rendah. Dengan
partisipasi pemiiin sebesar 64%, ini di bawah pariisipasi pemiiih Jdi Kabupaicn
Polewali Mandar yakni 75%, juga di Kabupatcn Majene yakni 84%, di
Kabupaten Mamuju yakni 73%, di Kabupaiein Mamuju Tengab yakiu 73%, dan

di Kabupaten Mamuju Utara yakni 71%.

Kata Kunci : pengorganisasian, partisipasi pemilili, KPU
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ABSTRACT

EVALUATION OF ORGANIZATION OF THE GENERAL ELECTION
COMMISSION (KPU) OF MAMASA DISTRICT IN THE ELECTION OF
THE GOVERNOR AND VICE GOVERNOR OF WEST SULAWESI IN 2017

Rahmawati
rahmawati.achmad50(@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Rahmawati, Evaluation of organization to the general clection commission
(KPU) of Mamasa District in the election of the Governor and Vice Governor of
West Sulawesi in 2017. The aim of this rescarch to analyzed the organitation the
provincial clection commision and general election commission of mamasa
district for the partisipation voters Governor and Vice Govemnor Election at
Mamasa District west Sulawesi in 2017 and to know the level of voters Governor
and Vice Governor at Mamasa District West Sulawesi in 2017,

The research conducted is descriptive qualitative. The information were
collected through documentation studics and fleld studies. Field study using
observation techniques and interview the information collected were analyzed by
step information reduction, prentation of information as well as taking
conclusions and verification.

The result of this study concluded thet the organizing General election
commisison Mamasa District in increasing voters participation in elections the
Govemnor and Vice Governor election pronvince of West Sulawesi 2017
Visible in the socialization activities of regional elections, the updating of
the temporary voters list, the compilation of the permanent voters list, the service
of voter rights and recording of additional voters list. This organizing hasn’t
been adcquate in maximization of voters participation in  Mamasa District
because the type of activity is limited, as well as reach to prospective voters.
Besides, the achievement of voter participation in Governor lection and Vice
Governor of west Sulawesi Province in 2017 is low. This is indicated by the
participation of voters in Mamasa District that is 64% compared with the average
voter participation of the wholc regency of West Sulawesi which is 73.83%, then
clearly the level of votcr participation in Mamasa District is still much lower.
Besides, when comparcd to the participation of the voters in each regency in the
province of West Sulawesi, the participation of voters in thc Mamasa District is
also low. With voter participation of 64%, this is under voters participation in
Polewali Mandar District that is 75%, also in Majene District that is 84%, in
Mamuju District that is 73%, in the middic Mamuju District that is 73%, and
in north Mamuju District that is 71%.

Keywords: Organizing, Voter Participation KPU
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Bertolak dari semangat "Allamungan Batu di Luyo"
yang mengikat Mandar dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu
Ulunna Salu” dalam sebuah muklamar yang melahirkan "Sipamandar”" (saling
memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar.

Semangat "Sipamandar” inilah, sehingga sekitar tahun 1960 oleh tokoh
masyarakat Manda yang ada di Makassar yaitu antara lain: H. A. Depu, Abd.
Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd.
Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten
Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang
saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana
pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A.
Depu di JI. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961
dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) J1. Sultan Hasanuddin Makassar dan
perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap
berjalan, namun selalu menemui jalan buntu yang akhimya perjuangan ini
seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini
kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan
generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup,

namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada (ahun 2000 yang

37

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43572.pdf

lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung
Lombok, kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang
pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan
dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene
dan Kabupaten Polman.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulawesi Selatan sebagaimana di atas
sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum
Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya Undang Undang
Nomor 22 Tahun 1999, kemudian menggelorakan kembali perfjuangan
masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju
untuk menjadi provinsi.

Sejak tahun 2005, Tiga Kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali
Mamasa) resmi terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi
Sulawesi Barat, dengan ibukota Provinsi dikota Mamuju. Selanjutnya,
Kabupaten Polewali Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah
(Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).

Untuk jangka waktu cukup lama, dacrah ini sempat menjadi salah satu
daerah yang paling terisolir atau ‘yang terlupakan’ di Sulawesi Selatan. Ada
beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting yaitu jaraknya yang
cukup jauh dari ibukota provinsi (Makassar); kondisi geografisnya yang
bergunung gunung dengan sarana prasarana jalan yang buruk; mayoritas
penduduknya (etnis Mandar dan beberapa kelompok sub etnik kecil lainnya)

yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis
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mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan
feodal) pada awal tahun 1960an.

Sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin
Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden
Abdurmahman Wahid, 1999 — 2000, dan sempat menjadi ‘aikon nasional’
gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan
‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa
kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta fakta sejarah daerah ini sempat
menjadi pangkalan utama ‘tentara pembelot’ (Batalion 310 pimpinan Kolonel
Andi Selie), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan
pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara
Nasional Indonesia (TNI).

Selain sebagai daerah lintas gunung dan hutan untuk memperoleh
pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar oleh gerilyawan Darul Islam
(DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan
Kabupaten Enrekang di sebeizh timurnya. Pembentukan daerah kabupaten baru
di wilayah Sulawesi Barat masih dalam proses dan dalam prosesnya masih
sering diiringi oleh permasalahan permasalahan yang merupakan efek penyatuan
pendapat yang belum memiliki titik temu,

Sulawesi Barat atau disingkat SULBAR merupakan pemekaran dari
Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan propinsi ke — 33 dan diresmikan
sejak 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2004,

dengan ibukota provinsi adalah Mamuju — Kabupaten Mamuju,
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Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju terletak antara
00121 - 30361 Lintang Selatan dan 118043'15" Bujur Timur, yang berbatasan
dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan selat Makassar sebelah
barat. Batas sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Barat tercatat sekitar 8
aliran sungai, dengan jumiah aliran terbesar di kabupaten Polewali Mandar,
yakni 5 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada dua sungai yakni Sungai
Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang, Pinrang dan
Polewali Mandar serta Sungai Karama di Kabupaten Mamuju. Panjang kedua
sungai tersebut masing masing 150 km.

Di Sulawesi Barat terdapat 2 gunung yang mempunyai ketinggian di
atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut ini berdiri tegak di
Kabupaten Mamuju. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat tercatat 16.937,16
kilometer persegi yang meliputi 5 kabupaten. Kabupaten Mamuju merupakan
Kabupaten terluas dengan luas 8.014,06 kilometer persegi atau luas kabupaten
tersebut merupakan 47,32 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Barat.

2. Gambaran Umum Kabupaten Mamasa

Memasuki masa kemerdekaan RI, di Mamasa diadakan serangkaian
rapat yang diikuti para kepala distrik (Parengge’) dan tokch-tokoh masyarakat
se-Onderafdeling Boven Binuang en Pitu Ulunna Salu.Rapat ini menjajaki
kemungkinan dibentuknya suatu New Swapraja untuk daerah tersebut.maka
ditetapkan nama swapraja baru tersebut, yaitu Swapraja Kondosapata’ dengan
ibu kotanya di Mamasa, Pada tahun 1953 NIT (Negara Indonesia Timur)

ternyata dibubarkan berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan saat itu, maka
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Swapraja Kondosapata’ juga ikut bubar.Selanjutnya terbentuk Kewedanaan
Mamasa yang pericdenya berlangsung hingga tahun [958.Pada masa Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Undang-Undang Nomor 29
tahun 1959, Kabupaten Daerah Tk. Ii Polewali Mamasa terbentuk. Seharusnya
Kawedanaan Mamasa sudah menjadi daerah Tk. [l Mamasa pada saat itu, setara
dengan Kawedanaan Mamuju dan Kawedanaan Majepe, yang masing-masing
telah menjadi daerah Tingkat II (Kabupaten), namun kenyataannya Kawedanaan
Mamasa digabung dengan Kawedanaan Polewali menjadi Kabupaten daerah Tk,

11 Polewali Mamasa, disingkat Kabupaten Pol-Mas,

Kewedanaan Mamasa waktu itu terdiri dari (empat} Kecamatan yaitu
Kecamatan Mamasa, Kecamatan Mambi, Kecamatan Sumarorong dan
Kecamatan Pana’. Pada masa perubahan status kawedanaan menjadi Kabupaten
daerah Tingkat IT pada tahun 1958, terjadi suatu masalah ke dalam antara
Kawedanaan Mamasa dan Kawedanaan Polewali.Masalah ini memuncak pada
tanggal 31 Agustus 1958, yaitu Kawedanaan Mamasa dikosongkan oleh perugas
keamanan atas perintah atasannya di Polewali. Selain petugas keamanan, ikut
pula pemerintahan sipil hijrah ke Polewali. Sejak saat itu hubungan Kawedanaan
Polewali dan Kawedanaan Mamasa terputus total, baik lalu lintas maupun
pemerintahan, terlebih komunikasi. Pada saat disahkan Undang-Undang No. 29
Tahun -1959, hubungan ke Mamasa masih terputus dan Kawedanaan Mamasa
tidak memiliki pengetahuan tentang terbentuknya Kabupaten Polewali Mamasa.
Hubungan Polewali dan Mamasa baru mulai terbuka kembali pada tahun 1961
ketika Bupati daerah Tk. II Polewali Mamasa yang pertama memerintah, yaitu

Andi Hasan Mangga.
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Pada tahun 1962 Masyarakat Eks Kawedanaan Mamasa kembali
menuntut daerah Tingkat [l Kabupaten Mamasa, namun ada banyak hambatan
sehingga prosesnya berjalan lambat.Masa reformasi kala itu membawa angin
baik bagi Eks Kawedanaan Mamasa. Maka, pada awal tahun 1999, penuntutan
Kabupaten Mamasa kembali menghangat dan akhimya terealisasi pada tanggal
11 Maret 2002, yaitu Kabupaten Mamasa terbentuk bersamaan dengan
peningkatan status Administratif Palopo menjadi Kota Paiopo berdasarkan
Undang-Undang No. 11 tahun 2002 yang diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei
2002. Ketika Megawati Soekarmo Putri sebagai Presiden RI menandatangani
Undang-Undang tersebut, bersamaan itu pula terbentuk 20 kabupaten dan kota di

seluruh Indonesia secara serempak dalam petjuangan yang sama.

Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 11
Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa
dan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah Provinsi Sulawesi Selatan
dimekarkan dengan diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa masuk dalam
wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa dengan luas wilayah
3.005,88 KM, terletak diatas ketinggian antara 300 — 1600 meter dari permukaan
laut dengan kondidi wilayah berbukit dan bergunung dengan batas wilayah

sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang dan

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
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b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Salaputti dan
Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tanah Toraja, serta
Kecamatan L.embang Kabupaten Pinrang;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Polewali, Kecamatan
Matanganga, Kecamatan Wonomulyo, dan Kecamatan Tutallu
Kabupaten Pol-Mas;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mamuju dan Kecamatan
Tapalang Kabupaten Mamuju, serta Kecamatan Malunda Kabupaten

Majene.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Mamasa pada awal

terbentuknya terdiri atas 10 Kecamatan yaitu :

I. Kecamatan Tabulahan 6. Kecamatan Sumarorong
2. Kecamatan Mamasa 7. Kecamatan Sesenapadang
3. Kecamatan Tabang 8. Kecamatan Tandukkalua’
4, Kecamatan Pana’ 9. Kecamatan Mambi, dan
5. Kecamatan Messawa 10. Kecamatan Aralle

Setelah Pemerintah berjalan secara efektif dan seiring dengan tuntutan
kebutuhan masyarakat khususnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
maka berdasarPeraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor : 8§ Tahun 2003
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, terjadi penambahan 3 (tiga)

Kecamatan sehingga keseluruhan kecamatan menjadi 13 kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor : 7 Tahun
2005 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan lagi, Kabupaten Mamasa,

dengan Peraturan Daerah tersebut terbentuk 1 (satu) Kecamatan. Yaitu
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Kecamatan Tawalian hasil pemekaren dari Kecamatan Sesenapadang.Dengan
demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Mamasa bertambah menjadi 14
Kecamatan.

Kemudian pada tahun 2006, berdasar Peraturan Daerah Kabupaten
Mamasa Nomor : t Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten
Mamasa maka terbentuklah satn Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan
Rantebulahan Timur, pemekaran dari Kecamatan Mambi, Sechingga di
Kabupaten Mamasa menjadi 15 Kecamatan.

Pada tahun 2009, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa
Nomor 6 Tshun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan maka di Kahupaten mamasa dibentuk lagi 2 Wilayah Kecamatan
yaitu Kecamatan Buntumalangkadari wilayah Kecamatan Aralle dan Tabulahan
serta Kecamatan Mehalaan pemekaran dari Kecamatan Mambi dan
Ramtebulahan Timur. Sehingga sampai tahun ini jumlah Wilayah Kecamatan di

Kabupaten mamasa adalah 17 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Mamasa 9. Kecamatan Tanduk Kalua

2. Kecamatan Mambi 10. Kecamatan Sesenapadang

3. Kecamatan Sumarorong {1. Kecamatan Bambang

4. Kecamatan Pana’ 12. Kecamatan Balla

5. l;{ecamatan Messawa 13. Kecamatan Nosu

6. Kecamatan Aralle 14. Kecamatan Tawalian

7. Kecamatan Tabulahan 15. Kecamatan Rantebunlahan Timur
8. Kecamatan Tabang 16. Kecamatan Buntumalangka

17. Kecamatan Mehalaan
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Kabupaten Mamasa memiliki potensi wilayah yang dapat
dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain; Sektor
Parawisata, Sektor Pertanian, Sektor Peternakan/Perikanan dan Sektor
Pertambangan (bahan galian). Jarak dari ibukota Kabupaten Mamasake ibukota
provinsi Sulbar (Mamuju) yang melewati Kabupaten Polewali Mandar dan
Kabupaten Majene berjarak 286 Km sedangkan jika melewati Kec. Mambi,
Aralle, Tabulahan dan Salubatu Kabupaten Mamuju berjarak 148 Km dan jarak
kekota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 340 Km.

Dilihat dari segi ekonomi, total nilai PDRB menurut harga konstan
yang dicapai Kabupaten Mamasa pada tahun 2005 sebesar 435.569,98 (dalam
jutaan rupiah) dengan konstribusi terbesar datang dari sektor pertanian 61,18%,
disusul kemudian dari sektor jasa 13,80, serta dari sektor perdangan, hotel, dan
restoran 11,32%.

3. Gambaran Singkat Penyelenggaraan Pemilihan Umam

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana
perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh
penyelengpara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan
akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi
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tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika
masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan
kehidupan berbangsa dan bermegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia
vang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh
Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara
pemilihan umum yang professional dan memiliki kredibilitas yang dapat
dipertanggung jawabkan. Penyempumaan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan  umum
dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan umum.

Oleh karena itu, diperlukan satu undang-undang yang mengatur
penyelenggara pemilihan umum. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan
umum, sclanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja
dan tanggung jawab KPU scbagai penyelenggara pemilihan umum mencakup
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan
KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan
meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU
dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dan
pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang ini, antzra lain, meliputi
pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum
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Kepaia Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam beberapa peraturan
perundang-undangan dan disempumakan menjadi 1 (satu) undang-undang secara
lebih komprehensif. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Provinsi/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan
umum yang permanen.

KPU dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan
pemilihan umum dan tugas lainnya; KPU memberikan laporan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden. Undang-Undang ini juga mengatur
pembentukan panitia pemilihan yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan
{PPK), Panitia Pemungutan Suara {(PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang merupakan
penyeclenggara pemilihan umum yang bersifat ad hoc.

Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua
tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya
pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam
penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk
menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan
asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang ini mengatur mengenai
Badan Pengawas Pemilu {Bawaslu) yang bersifat tetap. Funpsi pengawasan
intern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan
oleh Bawaslu serta Panwasiu Provinsi, Panwaslu Provinsi/ Kota, Panwasly

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
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Pembentukan Pengawas Pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk
mengurangi  kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara
pemiliban umum. Adanya lembaga penyelenggara pemilihan vmum yang
profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU di tingkat pusat dan
sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Provinsi/Kota di daerah sebagai
lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis
administratif, termasuk pengelolaan anggaran,

Untuk lebih membantu lancamya tugas-tugas KPU, diangkat tenaga
ahli/ pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris
Jenderal KPU. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki
integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan
Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat
diterapkan dalam penyelenggaraan pemiliban umum, dibentuk Dewan
Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Untuk mendukung kelancaran
penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang ini memuat pengaturan
yang mengamanatkan agar Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan
bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.

Kebijaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum adalah mengacu
kepada konsep dasar dari sistem demokrasi dalam konteks pemilihan umum,
oleh sebab itu kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum adalah rangka
memenuhi hak-hak demokrasi masyarakat. Dengan demikian azas yang dianut

adalah ;
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a. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan
suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa
perantara.

b. Umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum
mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi
semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, kedacrahan, pekerjaan dan status sosial.

¢. Bebas setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanman dan paksaan dari siapapun. Di dalam
melaksanakan haknya, sctiap warga negara dijamin keamanannya,
schingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan
kepentingannya.

d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya
tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan papun. Pemilih
memberikan suarahnya pada surat suara dengan tidka dapat diketehui oleh
orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan,

e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat
pemerinteh, peserta pemilu, pengawas pemiiu, pemantau pemilu, pemilih,
serta semua pthak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemiiu
mendapat periakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak

manapun.
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, apabila penyelenggaraan
pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, merupakan bentuk penilaian
penyelenggaraan pemilu yang harus diperhatikan oleh KPU yang sejalan dengan
penilaian kinerjanya.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh tahapan proses
pelaksanaan sosialisasi pemilu yang mengacu kepada keputusan komisi
pemilihan umum No. 100 tahun 2003, sebagai landasan dalam mengukur
keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentwan pasal 1 angka 14
Undang-undang Nomor 12 tabun 2003 tentang pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Daerah, perlu ditetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2004.

Bahwa tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan
umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Daerah tahun 2004 sebagaimana dimaksud diatas perlu
ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum.

1) Tahap Persiapan

Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemiiihan umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Daerah tahun 2004, selanjutnya disebut tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum tahur 2004.

Program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum tahun

20004 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, meliputi tahapan persiapan
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dan tahapan pelaksanaszn. Tahapan persiapan scbagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedua meliputi kegiatan penataan organisasi komisi pemilihan umum,
penyuluhan, sosialisasi dan rapat kerja dan pembangunan sistem informasi
teknologi.
2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua
meliputi :

a) Kegiatan pendafltaran pemilih dan pendataan penduduk
berkelanjutan.

b} Pendaftaran penelitian dan penetapan peserta pemilu terdiri pemiiu
dari partai politik, untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPRD
provinsi dan DPRD Provinsi kota, peserta pemilu umum anggota
DPR.

¢} penetapan dacrah pemilihan dan jumiah kursi untuk setiap daerah
pemilihan anggota DPR dan DPRD,

d) Pencaionan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Provinsi kota.

¢) Kampanye pemilu.

f) Pemungutan dan perhitungan suara terdiri dari 1) pemungutan dan
perhitungan snara di TPS dan TPSLN, 2) rekapitulasi hasil
perhitungan suara di PPS, PPK, PPLN, KPU Provinsi / Kota dan
KPU Provinsi.

g) Penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan
DPRD Provinsi/kota.

h) Pengucapan sumpalV janji keanggotaan meliputi 1} DPRD Provinst /

Kota, 2) DPRD Provinsi, 3} DPR dan DPD.
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Keberhasilan penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu tahapan
terpenting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 mengingat
penyelenggaraan pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, sehingga
memerlukan model dan format sosialisasi yang tepat. Sesuai Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 26
huruf d, yang berbunyi: “KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan
yang berkaitan dengan pemilu — pemilukada kepada Masyarakat™.

Sekaitan dengan amanat Undang-Undang tersebut dan mengacu kepada
Keputusan KPU Nomor 623 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Informasi Pemiilu dan Pendidikan Pemilih, KPU secara umum melaksanakan
program penyebarluasan informasi pemilu (sosialisasi) kepada masyarakat
secara maksimal demi keberhasilan Pemilu.

Secara umum, strategi sosialisasi diarahkan dengan mengembangkan
program komunikasi yang teringtegrasi dan sistematis dengan mensinergikan
kekuatan — kekuatan pada penyelenggaraan Pemilu baik dari Pusat maupun
Provinsi dan Daerah serta di tingkat PPK dan PPS, LSM, Media dan Perguruan
Tinggi dan stakeholders lainnya. Sehingga pada akhirnya dapat menjangkau
seturuh target khalayak yang nantinya menjadikan Pemilu dapat dipercaya oleh
seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi bangsa.

4, Diskripsi KPU Kabupaten Mamasa

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daersh, dan
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Mamasa dalam
penyelenggaraan pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur meliputi

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dikabupaten
berdasarkan ketentvan peraturan perundang-undangan;

¢. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan
KPPS dalam pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari
KPU.

d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta
pemilihan Gubernur dalam wilayah kerjanya.

f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua
tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari
KPU.

g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan
Gubemur. |

h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data
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Pemilu dan atau pemilihan gubermur dan Gubernur terakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalem penyelenggaraan pemilihan
gubemur dan menyampaikannya kepada KPU;

J- Menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dari seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan;

. Membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta pemilihan, Panwasiu Kabupaten.

m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil
pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;

n. Mengumumkan caion Gubemur terpilih dan dibuatkan berita acaranya,

0. Melaporkan hasil pemilihan Gubermur kepada KPU melalui KPU
Provinsi;

p. Mengenakan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara
anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahzpan
penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panswaslu
Kabupaten dan atau ketentuan peraturan peundang-undangan;

q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur,
Gubernur atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada

masyarakat;
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r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan
gubermmur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pedoman KPU.

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan
Gubemur;

t. Melakukan evaluasi hasil pemilihan Gubernur kepada DPRD.

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, dan
atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka KPU Mamasa diptmpin oleh
Ketua KPU, yang memiiiki tugas :

a.  memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU

b.  bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU;

d.  menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU;

KPU Kabupaten Mamasa berkedudukan diibukota Kabupaten, memiliki
anggota sebanyak 5 (lima) orang. Masa keanggotaan 5 tahun, yang terbagi dalam
berbagai divisi, yaitu :

a.  Divisi Teknis Pemilu

b.  Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

¢.  Divisi Hukum

d. Divisi Sumber Daya Manusia {SDM) dan Partisipasi Masyarakat

(ParMas)

€. Divisi Perencanaan dan Data
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SURIANIT. DELLUMAJA,SP. MM
KETUA
(Divisi Perencanaan & Data)

!

JONY RAMBULANGISE.,ST. SUDARSONO K. WIJAYA,S.Th
ANGGOTA ANGGOTA
{Divisi Keuangan, Umum & Logistik) (Divisi Teknis Pemilu}

| ;

YUSUF MARDIANTO,ST.,MM MARTHEN BUNTUPASAU,SH.
ANGGOTA ANGGOTA
(Divisi SDM & PARMAS ) (Divisi Hukum)
Bagan 4.1.

Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa
Periode 2013 - 2018

KPU Kabupaten Mamasa dalam menjalankan tugasnya dibantu oieh
Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan dibagi dalam 4 (empat) sub bagian
yaitu:

1. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas);
2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
3. Sub Bagian Perencanaan, Anggaran dan Data;

4. Sub Bagian Hukum dan Pengawasan

Jumlah Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa sebanyak 17
(tjuh belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terdapat 14 pegawai tidak

tetap/honorer.

5. Mekanisme Kerja KPU Kabupaten Mamasa
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Untuk memahami mekanisme KPU Kabupaten Mamasa, maka pertama-
tama perlu dikemukakan hubungan fungsional antara KPU, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten dan Kota. Ini dipandang penting sehubungan dengan
kedudukan masing-masing penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah
yang telah diatur oleh undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 pada Bab IV yang
mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala
Daerah, pada Pasal 8 menyatakan bahwa :

“Penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Kemudian makna tanggung jawab bersama tersebut lebih lanjut diatur
pengorganisasiannya pada Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) undang-undang ini
bahwa :

“Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi, dan pemilihan
Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Ini berarti bahwa permilihan Gubernur serta Bupati dan Walikota
merupakan domain KPU seiaku penyelenggara pemilihan yang kemudian oleh
undang-undang memberi mandate pelaksanaannya secara berjenjang.
Pelaksanaan secara berjenjang ini tetap mengikat KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilihan. Hal tersebut
dipertegas pada Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 Pasal 3 Ayat (1) bahwa :

“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten dan Kota
bersifat hierarkis”

Pengaturan yang demikian ini menunjukkan dengan tegas bahwa antara

KPU, KPU/KIP Aceh, serta KPU/KIP Kabupaten dan Kota dalarn melaksanakan
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tugas dan fungsinya memiliki hubungan kerja secara berjenjang, oleh karenanya
kebijakan yang dilaksanakan juga sifatnya berjenjang.

Berdasar penjelasan tersebut, maka untuk KPU Provinsi Sulawesi Barat
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga merujuk pada mandat Undang-
Undang serta apa yang menjadi kebijakan KPU. Oleh Peraturan KPU Nomor 3
tahun 2015 ditegaskan bahwa KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tugas,wewenang dan kewajiban
meliputi:

a. Merencanakan program dan anggaran dan menetapkan jadwal
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur dengan berpedoman pada
kebijakan KPU.

b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubernur dengan
berpedoman pada peraturan KPU.

¢. Mciakukan konsultasi terkait dengan tahapan penyelenggaraan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, apabila diperlukan.

d. Menyusun dan menetapkan tatakerja KPU Provinsi, Kabupaten/Kola,
PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakii Gubernur
dengan berpdoman pada Peraturan KPU.

e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh
tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemnur
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU.

f. Melakukan supervisi, asistensi dan pemantauan dan klarifikasi kepada

KPU/KIP Kabupaten dan Kota.

78

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43572.pdf

g. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur kepada KPU/KIP Kabupaten dan Kota.

h. Menyampaikan laporan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
kepada KPU, DPRD Provinsi dan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.

i. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua Kkegiatan
penyelenggaraan Gubemur dan Wakil Gubermnur kepada KPU dan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

k. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Gubernur dan Wakil Gubemur kepada KPU dan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan ditembuskan
kepada Bawaslu.

|. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh
KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

m.Mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan semengtara
anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU/KIP
Kabupaten/Kota, dan pegawat KPU/KIP Kabupaten dan Kota yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur berdasarkan
rekomendasi Bawaslu provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Jika uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Provinsi yang
telah dikemukakan di atas dicermati, maka terdapat setidaknya dua catatan
penting yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Pertama,
bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Provinsi
bekerja secara sistematis. Kedua, bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang
dan kewajibannya, KPU Provinsi bekerja secara terstruktur dengan perangkat
berupa KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

6. Program KPU Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

Berdasar pada sifatnya yang hierarkis, maka terhadap program KPU
Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kabupaten Mamasa, ini
menjadi domain KPUD Kabupaten Mamasa. Karena itu, program yang
dikedepankan adalah skala KPUD Kabupaten Mamasa sebagai bagian yang
terintegrasi dengan program KPUD Provin si Sulawesi Barat.

a. Rencana Strategis

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagai
Jembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003
tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilthan Umum serta
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sckretartat Jenderal Komisi Pemibhan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilthan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. Perencanaan Program keja KPU Kab. Mamasa berdasarkan

pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU tahun
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2015-2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan
pertanggungjawaban datam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Renstra KPU memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan
dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja
dilingkungan KPU selama periode S {lima) tahun mendatang.
“Menjadi Penyelenggara Pemilthan Umum yang Mandiri, Professional,
dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan
JURDIL”
b. Visi Komisi Pemilihan Umnion Daerah
Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan
umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan
akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan
pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Nepara Kesatuan Republik Indonesia,
pemyataan visi diatas merupakan gambaran dari komitmen Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Mamasa untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil,
transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan kemanisme kerja yang
efektif , efisien dan berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas
tinggi dan berwawasan nasinel sehingga menjadikan Komist Pemilihan Umum
sebagai Lembaga Penyelenggara yang terpercaya dan profesional dalam
melaksanakan tuga pokok dan fungsinya.
¢.  Misi Komisi Pemilihan Umum Daerah
1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiiiki
kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan

pemilihan umum;
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2) Menyclenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel,
edukatif dan beradab;

3} Meningkatkan kualitas penyelengparaan pemilihan umum yang bersih,
efisien, dan efektif;

4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum setara, serta
menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan
peraturan perundang- undangan yang berlaku;

5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam
pemilihan umum demi terwujudnya cita- cita masyarakat Indonesia yang
demokratis,

d. Tujuan Komisi Pemilikan Umum Daerah

1} Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum;

2) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat
dalam pemilihan umum:;

3) Melaksanakan Undang- Undang di bidang politik secara mumi dan
konsekwen;

4) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang
demokratis;

5) Melaksanakan pemilihan umum secara Luber dan Jurdil;

e. Sasaran Strategis Komisi Pemilikhan Umum Daerak
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1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang pemilu
yang demokratis;

2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan
tertib;

3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, Calon
Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta pejabat-
pejabat public lain sesuai Undang- undang;

4) Terwujudnya organisasi pelaksana pemilo yang memiliki sistem
administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional
discluruh tingkatan yang didukung dengan system komunikasi dan
teknologi informasi yang menjangkau KPU, KPU Prov, KPU Kabupaten/
Kota;

5) Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai;

I Indikator Kinerja Utamua Komisi Pemilihan Umum Daerah

1) Persentase partisipasi masyarakal yang menggunakan hak pilihnya;

2) Persentase kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia
dan pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya;

3) Jumlah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilukada yang terselesaikan;

4) Persentase jumlah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih
untuk masuk dalam data pemilih; dan

5) Persentase pendistribusian logisiik yang tepat sasaran berdasarkan
pemetaan masing- masing daerah;

Jika diperhatikan rencana strategis KPUD yang dikemukakan di atas,

maka juga terdapat dua catatan penting yang relevan dengan penelitian ini.
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Pertama, bahwa KPUD dalam melaksanakan (ugas, wewenang dan
kewajibannya telah memiliki agenda program yang akan dilakukan. Kedua,
bahwa terhadap pelaksanaan agenda program tersebut, KPUD juga menetapkan
indikator Kkinerja utama sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan
program. Diantara parameter tersebut adalah persentase partisipasi masyarakat
yang menggunakan hak pilihnya.

Jika partisipasi pemilih tersebut tinggi, maka dapat dikatakan bahwa
KPUD memiliki kineja yang baik. Demikian juga jika partsipasi pemilih
tersebut rendah, maka kinerja KPUD buruk. Tinggi atau rendahnya partsipasi
pemilih tersebut diantaranya dapat diukur dengan membandingkannya pada
partsipasi pemilith masing-masing kabupaten di wilayah Sulawesi Barat, atau
membandingkannya dengan partisipasi pemilih rata-rata kabupaten se Sulawesi
Barat.

& Pelaksanaan Program

1) Sosialisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2017, tahapan Sosialisast mulai tanggal 30 April 2016
sampai tanggal 14 Februari 2017. Dalam kurun waktu pelaksanaan tahapan
sosialisasi KPU Kabupaten Mamasa telah melaksanakan kegiatan diskusi publik

dan penyebaran stiker kepada masyakat.
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Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
Mamasa yaitu melakukan Coffee Moming dalam bentuk diskusi publik di 3
(tiga) wilayah di Kabupaten Mamasa. Di wilayah Mamasa 1 (satu) dilaksanakan
di Kecamatan Mamasa pada tanggal 18 Oktober 2016 dan mengangkat tema “
Peningkatan Peran Serta/Fartisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulbar Takun 2017 Tingkat KPU kabupaten Mamasa” dengan
menghadirkan sekitar 30 (tiga puluh) peserta yang didalamnya terdiri dari
Pemerintah Daerah dalam hal ini Kadis Dukcapil dan Camat Mamasa, 2 orang
Kepala Desa di Kecamatan Mamasa, Media Cetak dan Elektronik (TV Lokal),
Semua Ketua PPK diwilayah Mamasa 1, dan masing-masing 1 (satu) orang dari
keterwakilan segmen pemilih {segmen Agama, Perempuan, Pemuda/Pemilih
Pemula dan Tokoh Masyarakat) setiap kecamatan diwilayah Mamasa 1.

Kegiatan yang sama juga dilaksanakan di wilayah Mamasa 3 (tiga) pada
tanggal 20 Oktober 2016 di Kecamatan Mambi dan mengangkat tema “ Meretas
Budaya Money Politic Dalam Mewujudkan Pilkada Aman, Damai, Demokratis
dan Bermartabat” dengan menghadirkan sekitar 45 (empat Puluh Lima) peserta
yang terdiri dari Camat Mambi, UPTD Dukcapil, 2 Kepaia Desa di Kecamatan
Mambi, Media Cetak dan Elektronik (TV Lokal), dan masing-masing 1 (satu)
orang dari keterwakilan segmen pemilih (segmen Agama, Perempuan,
Pemuda/Pemilih Pemula dan Tokoh Masyarakat) setiap kecamatan di wilayah
mamasa 3. Selanjutnya diskusi pubiik juga dilaksanakan di wilayah Mamasa 2
(dua) pada tanggal 22 Oktober 2016 di Kecamatan Sumarorong, dengan tema : “
Netralitas Birokrat-ASN dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar

Tahun 2017 Tingkat KPU Kabupaten Mamasa”, juga menghadirkan sekitar 30
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(tiga puluh) peserta yang didalamnya terdiri dari Camat Sumarorong, UPTD
Dukcapil, 2 orang Kepala Desa di Kecamatan Sumarorong, Media Cetak dan
Elektronik, Semua Ketua PPK diwilayah Mamasa 2, dan masing-masing 1 (satu)
orang dari keterwakilan segmen pemilih (segmen Agama, Perempuan,
Pemuda/Pemilih Pemula dan Tokoh Masyarakat) setiap kecamatan diwilayah
Mamasa 2.

Kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan penyebaran stiker kepada
masyarakat yang memuat tanggal pelaksanaan dan ajakan untuk berpartisipasi
dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 15
Februari 2017. Stiker tersebut disebar saat pelaksanaan diskusi publik, ditempel
di rumah-rumah, tempat umum, dan dibagikan kepada pengguna kendaraan roda
empat dan roda dua. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan
pemilukada serentak khususnya pelaksanaan pilgub sulawesi barat tahun 2017.

Pengadaan Baju Kaos dengan bergambar Maskot Pilgub Sulbar dan
ajakan memilih pada 15 Februari 2017 dan Topi yang semua barang ini dipakai
sebagai sarana untuk sosialisasi kepada masyarakat, dalam bentuk kuis yang
dilakukan oiech KPU Kabupaten maupun PPK ditiap kecamatan.

Kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tingkat Perguruan Tinggi yaitu
di Sekolah Tinggi Theologi Mamasa pada tanggal 14 November 2016.
Sosialisasi lebih menekankan pada tema “Money politic dan Pemilih Cerdas’’.
Dan kami juga membagi-bagikan doorprice berupa baju koas dan topi sosialisasi
dengan mengajukan pertanyaan seputar PILGUB kepada mahasiswa dan dosen
serta menetapkan beberapa mahasiswa sebagai duta demokrasi dalam rangka

Pilgub Sulbar yang akan datang
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Pada awal bulan Oktober telah dilakukan persuratan kepada Pengurus
Lembaga Keagamaan di Kab, Mamasa dengan maksud membina kerjasama
dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi
Sulawesi Baratdalam bentuk surat Himbauan/Pengumuman yang disampaikan
baik di Mesjid dan Gereja serta kerja sama melakukan sosialisasi khususnya
pada hari raya keagamaan pada bulan Desember (Perayaan Maulid Nabi
Muhammad SAW maupun Perayaan Natal ) pada kesempatan ini juga dibagikan
baju kaos dan topi dengan metode kuis kepada umat/masyarakat dari semua
seqment (Orang tva, Perempuan, Pemuda dan Pemuka Agama) dan hal-hal
tersebut diatas teiah dilakukan dan masih akan dilakukan sampai pertengahan
Januan 2017.

Dan menikdakianjuti Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor
07/KPU-Prov-033/1/2017 Tanggal 13 Januari 2017 Perihal jadwal pelaksanaan
Sosialisasi maka kami telah bersurat dan menyampaikan Khotbah seragaram
melalui Departemen Agama Kabupaten Mamasa untuk disampaikan kepada
pengurus mesjid yang ada di Kabupaten Mamasa dan sedang untuk ke gereja-
geraja kami bersurat secara langsung. Selain itu, kami berkoordinasi dan
meminta kepada Ka.Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Mamasa untuk
menjadi Pembina Upacara Pada Hari Senin disekolah-sekolah SMA/Sederajat.
Dan juga telah melaksanakan Mobil keliling yang dilaksanakan dengan bekerja
sama dengﬁn Dinas Perhubungan Kabupaten Mamasa. Semua kegiatan tersebut
terlaksana dengan baik.

2) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
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Bedasarkan hasil analisis DP4 untuk Kabupaten Mamasa sesuai dengan
jadwal yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2016 yaitu sebanyak
142,690 pemilih.

Kemudian dilakukan Sinkronisasi oleh KPU Kabupaten Mamasa
setelah menerima DP4. Selanjutnya DP4 disinkronkan dengan Daftar Pemilih
Pemilu/Pemilihan Terakhir yaitu Pilpres tahun 2014 sehingga diperolch data
hasil sinkronisasi yaitu sebanyak 153.021 pemilih.Kemudian dilanjutkan
dengan penyusunan Daftar Pemilih oleh operator yang berlangsung dari
tangpal 18 Apustus s/d 7 September 2016 termasuk penyampaian kepada PPS
untuk selanjutnya dimutakhirkan oleh PPDP.Daftar Pemilih yang teiah disusun
tersebut sudah terbagi ke dalam setiap TPS dalam setiap Desa/Kelurahan se-
Kabupaten Mamasa.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk dan dilantik
pada tanggal 5 September 2016, melaksanakan tugas pemutakhiran yaitu
dengan proses coklit data dari tangpal 8 September 2016 s.d 7 Oktober 2016.
Setelah itu diserahkan kepada PPS sesuai dengan tahapan yaitu penyusunan
daftar pemilih dari tanggal 8 Oktober sampai 21 Oktober 2016.

Setelah itu dilanjutkan dengan proses Rekapitulasi secara berjenjang
sebagai berikut :

(i) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat
Desa/Kelurahan tanggal 22 s.d 24 Oktober 2016.
(i) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan

tanggal 25 s.d 26 Oktober 2016.
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(1ii) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten
untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 2
Nopember 2016 (Berita Acara dan Rekap terlampir).Rekapitulasi
tingkat KPU Kabupaten Mamasa terdapat selisih antara rekapitulasi
di tingkat PPK dengan rekapitulasi KPU Kabupaten Mamasa melalui
aplikasi Sidalih. Hal in mendapat tanggapan dari Panwaslih
Kabupaten Mamasa yang menginginkan agar KPU Kabupaten
Mamasa melakukan Rekapitulasi berdasarkan rekapitulasi dari PPK.

KPU Kabupaten Mamasa melakukan Rekapitulasi berdasarkan dari
Sidalih. Sehingga dengan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Mamasa maka
Panwasiuh Kabupaten Mamasa meminta klarifikasi kepada Komisioner KPU
Kabupaten Mamasa dan semnua PPK se Kabupaten Mamasa terhadap adanya
perbedaan Rekapitulasi antara PPK dan Sidalih yang menjadi acuan KPU
Kabupaten Mamasa dalam melakukan Rekapitulasi DPS.

KPU Kabupaten Mamasa tidak bermaksud merubah rekap dari PPK
akan tetapi karena data dari PPS dan PPK yang seharusnya disinkronkan
dengan Sidalih tetapi itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam artian
bahwa baik PPS maupun PPK melakukan Rekapitulasi tidak sesuai dengan
Sidalih karena tidak pernah disinkronkan sebelumnya.Hasil Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara KPU Kabupaten Mamasa sesuai dengan Berita Acara No.
22/BA/PKWK/KPU-Kab.033.433450/X1/2016 adalah sebanyak 130.580. (BA
terlampir)

b. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

» Daftar Pemilib Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
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Penyusunana Daftar Pemifih Sementara hasil Perbaikan
(DPSHP) dilakukan Setelah DPS ditetapkan oleh KPU Provinsi
Sulawesi Barat.DPS selanjutnya disampaikan kembali ke PPS
melalui PPK untuk diumumkan untuk mendapat tanggapan
masyarakat dari tanggat 10 s.d 19 Nopember 2016.

Dengan adanya tanggapan masyarakat DPS tersebut
kemudian diperbaiki oleh PPS dari tanggal 20 s.d 24 Nopember
2016. Dalam proses perbaikan DPS, PPS menghapus pemilih yang
sudah tidak memenuhi syarat dan menambah pemilih yang
memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya dilakukan rekapitutasi
dengan jadwal sebagai berikut :

i.  Rekapitulasi DPS Hasii Perbaikan tingkat Desa/Kelurahan
tanggal 25 s.d 27 Nopember 2016.
ii.  Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan tanggal
28 s.d 29 Nopember 2016.
iii.  Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten untuk
ditetapkan sebagai DPT tanggal 6 Desember 2016.

Dalam Penetapan DPSHP menjadi DPT oleh KPU
Kabupaten Mamasa dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016
tetapi dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Mamasa
yang kuatirakan adanya kekurangan surat swara di Kabupaten
Mamasa karena .pmscs perekaman uniuk penerbitan Surat

Keterangan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Mamasa masih
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sementara berlangsung maka penetapan DPT ditunda ke tanggal 6
Desember 2016.

Dengan adanya penundaan penetapan DPT, KPU
Kabupaten Mamasa berkordinasi dengan Panwaslih Kabupaten
Mamasadan memastikan tidak akan terjadi kekurangan surat suara
pada saat pemilihan sechingga Panwaslih Kabupaten Mamasa
menerima rekap DPSHP menjadi DPT pada tanggal 6 Desember
2016.

KPU Kabupaten Mamasa menetapkan DPT Pilgub Sulawesi
Barat sesuai dengan Berita Acara No. 29/BA/PKWK/KPU-
Kab.033.433450/X11/2016  sebanyak  117.766  pemilih.(BA
terlampir).

s Rekomendasi Panwaslih Tentang NIK Ganda

Dalam Surat Rekomendasi pertama Bawaslu Sulawesi Barat
dengan nomor 471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/X11/2016 tanggal
8 Desember 2016, yang selanjutnya ditindaklanjuti KPU Provinsi
Sulbar dengan menyurat ke semua KPU Kabupaten se Provinsi
Sulawesi Barat tapi data ganda untuk Kabupaten Mamasa belum ada.

Selanjutnya Bawaslu Sulbar menyampaikan rekomendasi
kedua kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat melaluisurat Nomor :
473/K Bawaslu.Prov.SR-05/00.01/X11/2016 tertangpat 12
Desember 2016 dan ditindaklanjuti KPU Provinsi Sulawesi Barat
dengan menyurat ke KPU Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa

dengan nomor surat : 394/KPU-Prov-033/X11/2016 tanggal 13
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Desember 2016. Untuk Kabupaten Mamasa terdapat data pemilih
terindikast ganda dengan rincian :

(i) NIK sama Nama sama sebanyak 360 (catatan sementara
dalam proses pencermatan)

(i) NIK sama Nama beda sebanyak 150 (catatan sementara
dalam proses pencermatan)

Menindaklanjuti surat KPU Provinsi Sulawesi Barat
tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Mamasa menindaklanjuti
dengan :

(i) Unwk kategori NIK sama Nama sama, melakukan kordinasi
dengan PPK dan PPS untuk memfaktualkan kepada yang
bersangkutan untuk dikonfirmasi untuk memilih elamat
dimana akan menggunakan hak pilihnya pada saat
pencoblosan.

(ti) Untuk kategori NIK sama Nama beda, melakukan kordinasi
dengan PPK dan PPS untuk memfaktualkan kepada yang
bersangkutan dan dikonfirmasi yang mana NIK yang sesuai
dengan yang bersangkutan termasuk juga berkordinasi
dengan dmas Dukcapil Kabupaten Mamasa untuk
memastikan NIK yang sebenarnya dengan nama tersebut
untuk dilakukan perbaikan terhadap NIK yang salah.

Dari hasil tindak lanjut tersebut diperoleh hasil pencermatan

dan faktualisasi sebagai berikut :
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(i) Untuk kategori NIK sama Nama sama dapat dilihat pada
Tabel berikut ini :
(ii} Untuk kategori NIK sama Nama beda dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
(iii) Sering Data di Aplikasi Sidalih terhadap DPT dengan
kategori NIK sama Nama sama dan NIK sama Nama Beda.
(iv) Berita Acara perbaikan dengan Nomor:
30/BA/PK WK/KPU-Kab.033.433450/X11/2016.
KPU Provinsi Sulawesi Barat menetapkan DPT Pilgub
Sulbar pada tanggal 16 Desember 2016 dan di dalamnya juga
termasuk DPT Pilgub Sulbar untuk Kabupaten Mamasa adalah
sebanyak 117.541 pemilih, Akan tetapi pada tanggal 23 Januari 2017
Bawaslu Sulbar mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Sulawesi
Barat sesuai dengan surat KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU
se-Provinsi Sulawesi Barat No. 67/Kpu-Prov-033/1/2017 tentang
tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu perihal penerusan pelanggaran
Administrasi masih terdapat daftar pemilih yang NIK sama Nama
Sama serta NIK sama Nama beda pada tanggal 25 Januari 2017.
Menindaklanjuti surat KPU Provinsi Sulawesi Barat maka
KPU Kabupaten Mamasa telah menempuh langkah-langkah sebagai
berikut :
(i) Menyurat kepada PPK selanjutnya untuk diteruskan ke PPS
untuk melakukan pencermatan dan verifikasi factual terkait

data dengan NIK sama Nama sama serta NIK sama Nama
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beda sesuai lampiran surat rekomendasi Bawaslu Sulbar

disertai format Surat Keterangan Hasil Verifikasi Faktual

yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan PPS.

(i1) Verifikasi factual menemukan data ganda maka surat
pemberitahuan model C6-KWK hanya 1 (satu) yang
diberikan kepada yang bersangkutan. Surat Pemberitahuan
model C6-KWK yang satunya diberi keterangan PPS dan
disimpan untuk disatukan dengan model C6-KWK yang
tidak terdistribusi dari KPPS yang direkap dalam model Di-
KWK.

Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang selanjutnya
ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten
Mamasa pada tanggal 6 Desember 2016 yaitu sebanyak 117.766
pemilih. Pada saat rekapitulasi DPT tingkat Provinsi Sulawesi Barat
tanggal 8 Desember 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat
untuk menunda penetapan DPT Provinsi Sulawesi Barat untuk
Pilgub 2017 dengan aiasan masih terdapat data pemilih yang tidak
valid karena ganda di semua Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan DPT oleh KPU Provinsi Sulawesi barat ditunda
sampai tanggal 16 Desember 2016. Dalam proses perbaikan DPT
sebagai tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu Sulawesi Barat, KPU
Kabupaten Mamasa melakukan verifikasi factual melalui PPK dan

PPS terhadap adanya NIK sama Nama sama serta NIK sama Nama
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Beda. Sehingga data pemilih yang terbukti ganda kemudian langsung

disaring oleh operator di Sidalih dan ada sebanyak 225 data pemilih

yang ganda. Sehingga pada tanggal 15 Desember KPU Kabupaten

Mamasa menetapkan DPT Hasil Perbaikan sesuai Berita Acara No.

30/BA/PKWK/KPU-Kab.033.433450/X11/2016 scbanyak 117.541.
3) Pelayanan Hak Pilih

Dalam upaya mengkoordinir bagi pemilih yang tidak terdaftar

dalam DPT, KPU Mamasa berdasarkan surat KPU RI Nomor:
569/KPU/1X/2016 tentang sosialisasi pelaporan penduduk yang belum
memiliki KTP-<i/Surat Keterangan, bekerja sama dengan pemerintah
daerah dalam hal ini Dinas DUKCAPIL dalam mengantisipasi bagi
pemilih yang tidak terdaftar tersebut. Pemerintah dacrah mengeluarkan
surat himbauan kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT agar
segera mendatangi Dinas DUKCAPIL untuk melakukan perekaman guna
mendapatkan KTP-¢l/Surat keterangan, sehingga pada saat pemungutan
suvara dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-
¢l/Surat Keterangan dari Dinas DUKCAPIL tersebut.
4) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan
hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat
Keterangan dari Disdukcapil pada hari pemungutan suara adalah
sebanyak 1.649 terdiri dari Laki-laki sebanyak 84} dan Perempuan

sebanyak 808.

7. Partisipasi Pemilih pada Pemilnkada Gubernur Sulawesi Barat
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Sebelum menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada
Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamasa tahun 2017, maka tetlebih
dahulu disajikan diskripsi keadaan pemilukada Gubernur Provinsi Sulawesi
Barat sebagai berikut :

a. Keadaan Pemilih di Salbar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat pada
Pemi]ihan Gubernur dan Wakil Gubemur Tahun 2017 menetapkan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 840.091 pemilih. Terdini dari pemilih:

o Pemilih laki-laki sebanyak: 420.077 Pemilih

e Pemilih perempuan sebanyak: 420.014 Pemilib

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisioner KPU Sulbar,
Rehang Mas'ud mengungkapkan, penetapan DPT di Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Barat dilakukan setelah melatui beberapa tahapan. la
mengungkapkan, sejak KPU Sulawesi Barat mencrima Daflar Penduduk
Potensial Pemilih (DP4), kemudian KPU melakukan singkronisasi atau
penyesuaian data dari daftar pemilih yang dimiliki KPU Provinsi yaitu data
terakhir pemilu tahun 2014. Setelah itu, KPU Provinsi membuat Daftar Pemilih
Sementara (DPS). Kemudian diturunkan ke petugas Panitia Pemutakhiran Data
Pemilih (PPDP) untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar
dan sungguh untuk mendapatkan data pemilih yang valid.

KPU Provinsi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang
sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memastikan diri telah terdaftar
dalam Daftar Pemilih Tetap. Setelah PPDP melakukan coklit kemudian data

tersebut ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian
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diturunkan iagi kekecamatan untuk memastikan lagi apakah masih ada pemilih
yang belum terdata sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemitih Tetap (DPT).

Sesuai tahapan KPU Provinsi melakukan penetapan Daftar Pemilih
Tetap (DPT). Berikut rincian rekapitulasi DPT di setiap kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat sebagaimana yang disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 4.1 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur (Pilgub)

Sulbar 2017
Kabupaten Pemilih Jumlab TPS
Mamasa 1.Laki-laki 59697
2.Perempuan 57 849
488
Total Mamasa 117.541
Majene 1.Laki-laki 52.877
2.Perempuan 55.602
405
Total Majene 108.479
Poiman 1.Laki-laki 147.505
2.Perempuan 153.820 789
Total Polman 301.325
Mamuju 1.Laki-laki 79.876
2.P 8.020
erempuan 7 553
Total Mamuju 157.896
Mamuju Tengah 1.Laki-laki 36.729
2.Perempuan 34220 250
Total Mamuju Tengah | 70.949
Mamuju Utara 1 Laki-laki 43.398
2 Perempuan 40.503 271
Total Mamuju Ufara 83.901

Sumber : KPU Sulbar, 2017
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Dengan demikian di Provinsi Sulawesi Baral, terdapat penyebaran
pemilih pada 6 {enam) Kabupaten, dan yang terbanyak pemilihnya adalah
Kabupaten Polman, menyusul Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

b. Hasil Pemilukada Sulbar 2017

Setelah melalui tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, KPU Provinsi Menetapkan 3
{tiga) pasangan calon sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur
Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:

1) Pasangan Nomor Urut 1 H.Suhardi Duka — Kalma Katta (SDK - Kalma)
2) Pasangan Nomor Urut 2 Mayjen Pum. Salim S. Mengga — Hasanuddin
Mas'ud (Salim - Hasan)
3) Pasangan Nomor Urut 3 Ali Baal Masdar — Enny Angraeni Anwar (ABM
— Enny)
Dan melalui tahapan panjang, maka pada Hari Rabu, Tanggal 15
Februari 2017 dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di TPS oleh
KPPS. Setelah ditakukan rekapitulasi ditingkat KPPS dan sesuai dengan tahapan
dilanjutkan pada tingkat PPS untuk dilanjutkan ketingkat PPK dan kemudian
PPK dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan yang selanjutnya hasil
rekapitulasi tersebut dibawa ke KPU Kabupaten untuk dilakukan rekapituiasi
tingkat Kabupaten. Setelah dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten kemudian
dilanjutkan ke KPU Provinsi untuk dilakukan rekapitulasi dan penetapan
pasangan calon yang menjadi pemenang dalam pilkada serentak provinsi sulbar.
Maka Pada Hari Minggu Tanggal, 26 Februari 2017, KPU Provinsi

Sulawesi Barat, melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan
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Gubermnur dan Wakil Gubemur Sulawesi Barat Tahun 2017, dengan hasil
sebagai berikut :
1} Pasangan Nomor Urut 1 H. Suhardi Duka — Kalma Katta (SDK — Kailma)
memperoleh 240.010 suara
2) Pasangan Nomor Urut 2 Mayjen Pum. Salim S. Mengga — Hasanuddin
Mas'ud (Salim — Hasan) memperoleh 146.774 suara.
3) Pasangan Nomor Urut 3 Ali Baal Masdar - Enny Angraeni Anwar (ABM -
Enny) memperoleh 244.763 suara.
Dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ali Baal Masdar —
Enny Angraeni Anwar (ABM — Enny) berada pada urutan pertama dalam hasi}
rekapitulasi pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi barat, dengan
perolehan 244.763 suara.
Sedangkan perolehan suara khusus untuk di Kabupaten Mamasa
perolehan suara masing — masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:
a) Pasangan Nomor Urut 1 H. Suhardi Duka — Kalma Katta (SDK — Kalma)
memperoleh 43.951 suara,
b) Pasangan Nomor Urut 2 Mayjen Pum. Salim S. Mengga — Hasanuddin
Mas'ud (Salim — Hasan) memperoleh 8.767 suara.
¢) Pasangan Nomor urut 3 Ali Baal Masdar — Enny Angraeni Anwar (ABM -
Enny) memperoleh 22,769 suara.
Partisipasi pemilih di Pemilihan Gubermur dan Wakli Gubemur
Sulawesi Barat terendah terjadi Kabupaten Mamasa. Sementara yang tertinggi
terjadi di Kabupaten Majene. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sulbar.

Rincian persentase partisipast pemilih masing-masing, Kabupaten Mamasa
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63,67 persen, Kabupaten Polewali Mandar 75,68 persen, Kabupaten Majene
83,84 persen, Kabupaten Mamuju 76,11 persen, Kabupaten Mamuju Tengah
73,62 persen dan Kabupaten Mamuju Utara 70,85 persen.

Secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Sulawesi
Barat Tanggal 26 Pebruari 2017 telah berhasil dilaksanakan dengan rata-rata
tingkat partisipasi 73,83 persen, meskipun menurut Ketua KPU Sulawesi Barat
Usman Suhuriah;

Meski tidak mencapai target secara nasional, mamun partisipasi
pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur
(Pilgub) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2017 meningkat dibanding
partisipasi pemilih pada Pilgub Sulbar 10 Oktober 2011 silam yang berada
dikisaran 66,33 persen. Lebih lanjut dijelaskan oleh Usman bahwa
"Memang rata-rata nasional kita tidak capai. Tapi kali ini ada
peningkatan”.

Salah satu cini pemilu yang berintegritas adalah partisipasi seturuh
pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan pemilihan. Peran
warga Negara Negara dalam pemilu tak hanya memberikan suara tetapi juga
melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahapan pemiliban. Pitkada
yang demokratis senantiasa menuntut partispasi pemilih. Ukuran pemilih
secara kuantitatif adalah jumiah pemitih yang datang ketempat pemungutan
suara (TPS) untmk memberikan suaranya. Semakin banyak warga yang
memberikan suaranya secara sadar dan bertanggung jawab pada hari
pemungutan suara, maka integritas proses dan hasil pilkada itu semakin
dipercaya.

Sungguh tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat
berpartisipasi dalam pemilihan. Masih banyak pemilih ynag memandang

pemilihan sebagai agenda elit. Masayarakat merasa tidak memiliki kepentingan
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langsung dengan pemilihan, Hal ini wajar karena pemilihan baru sebatas
menghasilkan sirkulasi elit, belum menghadirkan cita-cita demokrasi yang
sesungguhnya seperti pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai
lapangan kehidupan.

Keberhasilan penyelenggaraan pilkada merupakan salah satu tahapan
terpenting dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Mamasa.
KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan
pemilu kepada Masyarakat melalui proses sosialisasi.

Proses sosialisasi sebagai tahapan penting dalam Pemilukada adalah
dimaksudkan untuk mengkomunikasikan atau menyebarluaskan tentang
maksud dan tujuan dari dibukanya proses tahapan Pemilukada, dalam arti
bahwa KPUD sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan
pemilukada, diberikan otoritas untuk menyampaikan kepada masyarakat
mengenai syarat-syarat dan tata cara penyelenggaraan Pemiiukada.

Dalam pelaksanaan proses sosialisasi Pemilukada ini, dilakukan
melalui berbagai cara, termasuk melalui media dan pertemuan dengan partai-
partai politik yang ada dan terdaftar di Kabupaten Mamasa. Sekaitan dengan
amanat Undang-Undang tersebut dan mengacu kepada Keputusan KPU Nomor
623 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi Pemilu dan
Pendidikan Pemilih, KPU secara umum melaksanakan program
penyebariuasan informasi pemilu (sosialisasi) kepada masyarakat secara
maksimal demi keberhasilan Pemiiu.

Secara umum, strategi sosialisasi diarahkan dengan mengembangkan

program komunikasi yang teringtegrasi dan sistematis dengan mensinergikan

101

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43572.pdf

kekuatan — kekuatan pada penyelenggaraan Pemilukada baik dari Pusat
maupun Provinsi dan Daerah serta di tingkat PPK dan PPS, LSM, Media dan
Perguruan Tinggi dan stakeholders lainnya. Sechingga pada akhimya dapat
menjangkau seluruh target khalayak yang nantinya menjadikan Pemilukada
dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kualitas
demokrasi.

Untuk pelaksanaan sosialisasi ini, KPU Kabupaten Mamasa
membentuk kelompok kerja yang menangani sosialisasi Pemilukada 2017. Hal
ini penting, mengingat pemahaman masyarakat masih minim menyangkut
teknis pemberian suara, yang meliputi tata cara pencoblosan dan proses lainnya
yang mempengaruhi sahnya svara. Melalui kelompok kerja sosialisasi ini KPU
Kabupaten Mamasa berupaya untuk memberikan pelayanan informasi
mengenai Pemilukada kepada masyarakat dengan membuka ruang akses
informasi seluas-luasnya. Untuk mengefektifkan langkah ini, KPU Kabupaten
Mamasa dengan berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik yang ada
di Kabupaten Mamasa dan di Mamuju.

Selain itu, KPU Kabupaten Mamasa melakukan pelayanan langsung
kepada segenap komponen masyarakat, mulai dari tingkat grassroots sampai
pada tingkat elit dengan melibatkan berbagai instansi, baik pemerintah maupun
swasta serta dengan Ormas, Mahasiswa, LSM, dan lain-lain. Dengan
melakukan simulasi langsung mengenai tata cara pencoblosan. Kegiatan
sosialisasi ini juga dilakukan di kampus-kampus bekerjasama dengan lembaga
kemahasiswaan yang umumnya dilakukan dengan model dialog, seminar dan

diskusi. Selain segmen masyarakat secara umum, KPU Kabupaten Mamasa
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juga memberikan perhatian kepada pemilih pemula yang jumlahnya cukup
signifikan. Kegiatan sosialisasi untuk pemilih pemula ini umumnya
dilaksanakan di sekolah-sekolah tingkat SMA sederajat dan Perguruan Tinggi
yang ada di Kabupaten Mamasa.

Tahapan sosialisasi pemilukada yang dilaksanakan KPUD
Kabupaten Mamasa meliputi:

a. Menyusun jadwal sosialisasi sesuai yang dilaksanakan oleh anggota KPU
Kabupaten Mamasa berdasarkan tahap pemilihan Kepala Daerah.

b. Melaksanakan kerjasama antar lembaga sosial masyarakat yang ada di
Kabupaten Mamasa seperti LSM, Instansi Pemerintah, Akademi dan
Lembaga Pendidikan (SMU, Perguruan Tinggi dan lain-lain), Kepala
Sekolah, Guru, Dosen, Tokch Masyarakat, Tokoh Agama dan media
massa dengan sasaran semua Kecamatan di Kabupaten Mamasa.

¢. Mengadakan kunjungan serta mengadakan sosialisasi  pada
lembaga/instansi pemerintah. Dinas-dinas, bank pemerintah dan bank
swasta. Lembaga Pendidikan, SMU dan Perguruan Tmggi, Lembaga
Pemberdayaan Pemasyarakatan, pasar-pasar, dan tempat-tempat wisata.

d. Sosialisasi melalui media cetak dilakukan dengan menggunakan surat
kabar dan majalah. Yang dimuat dalam surat kabar dan majalah semua
tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, specimen suart
suara agar pemilih bisa tahu siapa-siapa saja yang menjadi calon
gubernur dan wakil gubemur dan juga memuat tentang tata cara

mencoblos.
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Uraian tersebut diatas menyimpulkan bahwa keberhasilan
penyelenggaraan pemilukada ditentukan oleh tahapan penyelenggaraan
pemilukada.

Hasil penelitian ini didukung oleh wawancara yang dilakukan
terhadap salah seorang informan bernama Rahel (35 tahun) yang mengatakan
bahwa :

“Pada Pemilukada 2017 lalu, proses sosialisasi yang dilakukan oleh
KPU Kabupaten Mamasa cukup luas dan menjangkau semua wilayah
Mamasa, hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan pemilukada selalu
menjadi perhatian banyak orang, sehingga informasi yang berkaitan
dengan Pemilukada mudah diperoleh”.

Dengan demikian menurut informan di atas, proses sosialisasi
pelaksanaan pemilukada berjalan lancar, dalam arti bahwa sosialisasi yang
dilaksanakan KPU Kabupaten Mamasa berjalan sesuai dengan harapan
masyarakat, terutama yang mereka berkepentingan langsung dazlam Pilkada
tersebut.

Sosialisasi Pilkada, tentu dimaksudkan agar seluruh masyarakat
dapat memahami hakekat dan makna dilaksanakannya Pilkada, yaitu
implementasi hak-hak rakyat dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur
dalam rangka pelaksanaan tatanan pemerintahan yang baik.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk menjadi kontestan (Calon
Gubernur dan wakil gubernur) di Pilkada, maka di samping diusung oleh
Partai Politik juga dapat melalui jalur perorangan atau independen, dengan
aturan pada aksebilitas persentase yang signifikan dari masyarakat, yaitu
mencapai 30 % dari seluruh pemilih yang ada di Kabupaten MamasaTahun

2017.
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Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa calon yang mendafiar
meskipun telah memperoleh informasi yang cukup dari KPUD tentang syarat-
syarat yang diperlukan, namun terdapat beberapa calon yang dianggap tidak
memenuhi syarat, sehingga kemudian menimbulkan riak-riak saat
pendafataran, termasuk klaim mengenai dukungan partai politik, serta
munculnya intrik-intrik politik, Bahkan kemudian muncul kasus dugaan
dokumen palsu, dan lain-lain sebagainya.

Dari data yang diperoleh, maka yang mendafiar bakal caion
Gubernur Periode 2017 - 2022 adalah sebanyak 5 pasangan, dan setelah
verifikasi calon maka yang dinyatakan lulus untuk ditetapkan sebagai
pasangan yang berhak untuk mengikuti proses selanjutnya adalah 3 pasangan
calon, dan hal ini tentu telah memenuhi syarat perundang-undangan yang
berlaku di mana mensyaratkan adanya minimal dua pasangan calon yang
disandingkan pada pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubenur.

Pada penctapan calon yang lolos seleksi untuk bakal calon
Gubernur dan Wakil Gubemur di Kabupaten Mamasa Tahun 2017, tentu
menimbulkan geliat yang mencerminkan adanya dinamika politik, baik intrik
politik maupun karena fakta terhadap adanya bukti pelanggaran dalam proses
pendafiaran, yang kemudian mencuat sebagai kasus yang sampai hari ini
masih bergulir, karena justru melibatkan Gubernur terpilih.

Selain sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, maka
masyarakat juga dikenalkan tentang bagaimana mereka menggunakan hak
pilihnya dalam Pilgub Sulbar Tahun 2017, melalui tahapan kampanye yang

dilakukan oleh pasangan calon bersama dengan partai politik pengusunnya.
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Kampanye adalah sebuah tindakan bertujuan mendapatkan pencapaian
dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau seketompok
orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suvatu  proses
pengambilan keputusan di dalam suvatu kelompok, kampanye biasa juga
dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada

kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau
referenda diputuskan.

Pesan dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau
calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin
berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin2 ini akan dirangkum dari ide utama
dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada
pemilih. Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai politik akan selalu
mencoba untuk membuat para kandidat atau calon lain menjadi "tanpa pesan”
berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan pada
pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program.
Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lain yang
lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk
menarik pemilih yang paling potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan
dapat mengasingkan para kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau
dengan memperlambat dengan penjelasan rinci programnya.

Waktu kampanye yang diberikan kepada para calon yang telah

ditetapkan adalah selama satu minggu. Pembatasan waktu yang singkat ini
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juga dimaksudkan untuk mempersempit adanya gesekan-gesekan di akar
rumput (grass root) dari masing-masing pendukung kandidat.

Dari penelitian yang dilakukan proses kampanye pemilukada tahun
2017 di Kabupaten Mamasa, meskipun terdapat riak-riak, bahkan intrik yang
cukup krusial namun tetap berjaian sebagaimana mestinya, dalam arti dapat
dilalui dengan cukup baik.

Pelayanan KPU Kabupaten Mamasa dan Sekretariat dalam
penyelenggaraan pemilihan umum yang jurdil sangat ditentukan oleh
keberhasilannya menyelenggarakan pemilihan umum. Pelayanan tersebut,
dinilai oleh masyarakat sesuai dengan keberhasilan institusi KPU Kabupaten
Mamasa menyelenggarakan pemilihan umum dan penilaian mengenai
pelayanan ditentukan oleh pimpinan KPU Kabupaten atas upayanya dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan
pemilihan umum.

Setiap institusi seperti halnya KPU Kabupaten dinilai memberikan
kinerja pelayanan aspirasi demokrasi masyarakat, apabila penycienggaraan
tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 dengan
keberhasilan menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jurdil atas aspirasi
masyarakat mengingat pemilihan umum merupakan sarana untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam mempertahankan negara kesatuan
Indonesia sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat,
sehingga diselenggarakan pemilihan umum yang jurdil.

Batasan penilaian kinerja pelayanan KPU apabila berhasil

menyclenggarakan  pemilihan umum yang jurdil sebagai  bentuk
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implementasinya dengan memahami dan mengetahui substansi penilaian asas

pemilu. Apabila KPU dan Sekretariat secara sungguh-sungguh dapat

mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jurdil, maka secara
langsung kinerja KPU dianggap berhasil. Adapun pengertian jurdil yang
menjadi penilaian bagi KPU dan Sekretariat atas kinerja pelayanannya yaitu:

a) Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan
suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa
perantara.

b) Umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum
mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi
semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c) Bebas setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dard siapapun. Di dalam
melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya,
schingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan
kepentingannya.

d) Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya
tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan papun. Pemilih
memberikan suarahnya pada surat stara dengan tidka dapat diketahui oleh

orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
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e) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat
pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemily, pemantau pemihly, pemilih,
serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

f) Adil, dalam penyelenggaraan pemiiu, setiap pemilih dan peserta pemilu
mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak
manapun.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai salah satu lembaga
yang independen dapat memberikan pemenuhan kebutuhan pelayanan aspirasi
masyarakat dalam memberikan pelayanan aspirasi demokrasi di tengah-tengah
masyarakat. Andil dari sebuah organisasi KPU dalam suatu wilayah daerah,
memainkan peranan penting terhadap keberhasilan suatu masyarakat dalam
menata suatu kehidupan yang lebih baik dalam memajukan demokrasi
masyarakat melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang Jurdil.

Tingginya angka golput merupakan fakta yang tidak terbantahkan,
penyebab tingginya warga yang tidak menggunakan hak pilih bisa disebabkan
bermacam-macam faktor. Penycbabnya bisa terjadi pada saat administrasi
yakni tidak tercantumnya nama mercka di dalam Daftar Pemilih Telap atau
juga mereka tidak hadir ke TPS saat pencoblosan dengan alasan tertentu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagai salah satu lembaga yang
independen dapat memberikan pemenuhan kebutuhan pelayanan aspirasi
masyarakat dalam memberikan pelayanan aspirasi demokrasi di tengah-tengah

masyarakat. Andil dan sebuah organisasi KPU dalam suatu wilayah daerah,
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memainkan peranan penting terhadap keberhasilan suatu masyarakat dalam
menata suatu kehidupan yang lebih baik dalam memajukan demokrasi
masyarakat melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang Jurdil.

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan
survey maupun wawancara mendalam dan memperoleh data yang dibutuhkan,
maka data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif
seperti dijelaskan di atas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam
rumusan masalah berikut ini :

a. Sikap Apatisme Pemilih dalam Berpartisipasi

Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat yang telah dilaksanakan pada
tanggal 26 Pcbruari 2017 lalu merupakan sarana bagi masyarakat Sulawesi
Barat untuk berpartisipasi di bidang politik. Akan tetapi masyarakat yang ada
di Kabupaten Mamasa tampaknya masih kurang antusias untuk berpartisipasi
dalam bidang politik terutama dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat
tahun 2017. Mamasa, salah satu kabupaten di Sulawesi Barat menunjukkan
bahwa partisipasi politik masyarakatnya dalam Pemilihan Gubermnur Sulawesi
Barat tahun 2017 tergolong masih rendah, yaitu hanya mencapai 63 %
atau terdapat 37 % pemilih yang memilih golput.

Pemilih golput digolongkan sebagai pemilih apatis, mereka tidak mau
berusaha menggunakan hak pilihnya. Dari penelitian yang dilakukan
menunjukkan bahwa sebagian pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya
pada Pemilukada Gubernur Tahun 2017 lalu dibalut dengan berbagai alasan
yang sebenarnya bisa saja diusahakan, seperti karena alasan jarak tempuh yang

jauh dari rumah ke TPS, atau bahkan karena alasan tidak ada calon yang tepat
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untuk dipilih, bahkan ada yang beralasan tidak memiliki undangan meskipun
namanya terdaftar dalam DPT.,

Salah seorang pemilih (Obed) yang tidak menggunakan hak pilihnya
pada Pemilukada mengungkapkan bahwa :

......... saat pemilu untuk memilih Gubermur dan Wakil gubernur,
saya tidak datang ke TPS, karena bertepatan hari itu hujan deras dan

»

rumah agak jauh dari TPS, jalanan kurang bagus....... .
Memang saat pencoblosan yang berlangsung di bulan februari 2017
kemarin memang bertepatan dengan musim hujan, sehingga masyarakat yang
memang bersikap apatis terhadap pemilukada, tentu jelas dengan adanya
sedikit alasan seperti itu tentu berat bagi mereka untuk menggunakan hak
pilihnya.
Terdapat 37 % pemilih di Kabupaten Mamasa atau yang tertinggi
di Sulbar yang golput dalam Pilgub Sulawesi Barat 2017 juga
diungkapkan salah seorang informan Markus (29 tahun), seorang tukang

kayu sebagai berikut:

“siapan pun terpilih dalam pemilihan Gubemur sama saja, dan juga tidak
ada pengaruh pada saya dan keluarga, karena mungkin tetap saja menjadi
tukang kayu, apalagi semua calon hanya memberi janji-janji palsu dan
nanti kalau sudah terpilih lupa untuk memenuhi janji mereka. Lagi pula
saya tidak kenal dengan masing-masing calon.” {Wawancara: Sabtu, 5
Desember 201 7).

Berdasarkan hal tersebut, alasan golput yang diungkapkan Markus
dikategorikan mcnjadi tiga, yaitu siapapun terpilih tidak berdampak
langsung pada mereka, tidak yakin terhadap janji-janji calon, tidak

mengenal karakter calon.
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Menunjuk hal yang berbeda, Martha, 23 tahun, seorang Ibu Rumah

Tangga mengatakan:

“Soal siapa calon gubemur itu, nanti kalau terpilih mereka juga lupa
sama yang memilih. Itu cuma urusan orang pegawai atau yang
berpangkat. Kita yang Ibu Rumah Tangga tetap jadi orang kecil
saja. Tidak ada untungnya ikut pilih,banyak yang lain ikut memilih,
bahkan suami saya juga ikut memilih. (Wawancara: 5 Desember
2017).

Berdasarkan keterangan diatas, Martha mendasarkan
pertimbangannya untuk golput karena kurang peduli dengan masalah
politik dan kurang yakinnya terhadap para calon. Alasan lain adanya golput
adalah karena tidak ada waktu untuk memilih karena sedang berada di lvar
daerah, seperti yang diungkapkan Andarias, 32 tahun, seorang pegawai
honorer, berikut ini:

“Saya kerja agak jauh dari Kota Mamasa, waktu itu lupa bawa
undangan pemilih, dan buat apa pulang ambil cuma untuk
mencoblos calon gubemur yang tidak terlalu penting buat saya.
mending kerja cari vang saja. Biarkan urusan memilih itu vrusan
orang yang memang ada kepentingannya dalam politik. Sebagai
orang kecil tidak ada pengaruhnya pada saya. Wawancara 8
Desember 2017).

Sedangkan Hartati, 24 tahun, seorang ibu rumah tangga
mengungkapkan beberapa alasan dia untuk tidak memberikan suara dalam
Pilgub Sulawesi Barat 2017: -

“Aih kulambei itu hari kalau mantossok orang, apalagi tidak adaji
orang vang ajakka, tidak ada yang panggilka, jadi malas, lebih urus
anak di rumah.).

Dari hasil wawancara di atas Hartati bila ada yang mengajak

mereka tentu mereka akan menggunakan hak pilihnya, menurut ibu Hartati
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kata mengajak itu tentu dimaksudkan money politik, seperti ada yang
memberikan uang transportasi atau sekedar pembeli makanan. Kondisi
jelas memprihatinkan dalam perkembangan demokrasi kita, sebab
masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal yang instan, mereka belum
mempercayakan aspirasi politiknya kepada calon-calon yang bertarung
dalam kancah politik.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa masyarakat vang
memutuskan untuk goiput pada umumnya didasarkan atas beberapa alasan
dan pertimbangan yang berbeda-beda menurut kepentingan masing-
masing. Sebagian menganggap bahwa pgolput juga merupakan wujud
partisipasi politik, yaitu sebagai wujud protes/ketidaksetujuan seseorang
dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Secara umum dapat
dilihat bahwa alasan terbesar golput pada informan hasil survey maupun
dalam wawancara mendalam adalah wujud ketidakpercayaan atau

ketidakpuasan terhadap calon maupun pemerintah,

b. Tipe Spectator dalam Partisipasi Politik Seputar Pilgub Sulawesi Barat

Tipe spectator adalah mereka terlibat dalam pemilihan umum atau
Pemilukada dalam Pilgub Sulbar 2017, meskipun hanya bersifat aktif dalam
mengikuti perkembangan Pemile dan turut serta dalain memberi suara
dalam pemtilithan, cirt mereka hanya memperbincangkan atav
mendiskusikan dengan orang lain perihal seputar Pilgub Sulawesi Barat
2017, namun tidak larut dalam memberi dukungan dalam bentuk
mempengaruhi orang lain memilih salah satu pasangan calon. Dari

observasi yang dilakukan jumlah pemilih ini jumlah cukup banyak,
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bahkan dari 63 % pemilih yang menggunakan hak pilihnya kemarin, maka
45 % dalam kategori spectator, yang aktif memberikan dukungan secara
umum dalam Pemilukada. Rata-rata mereka memperbincangkannya
dengan keluarga maupun rekan kerja. Seperti dijumpai pada seorang

wiraswasta, Melky (45 tahun) sebagai berikut:

“Biasaji, ya sekali dua kali di warung-warung atau di pasar.
Biasanya ya dengan rekan-rekan yang sama pandangan dengan
kita-kita. Ya masalah sosok calon, dan juga pandangan secara
umum. Ya secara umum itu masalah prilaku dan pribadi bahkan
sedikit masalah kedaerahan. (wawancara: 16 Desember 2017).

Melky mengungkapkan diantaranya memperbincangkan tentang
Pilgub dengan rekan-rekannya yang memiliki pandangan sama
dengannya. Sedangkan Yohana (22 tahun) mengatakan bahwa ia tidak
pernah mejuangkan waktu khusus untuk mengobrolkan masalah pilgub,
hanya pada saat tertentu misal sewaktu menonton debat di televisi, seperti
yang diungkapkannya berikut ini:

“Tidak selalu, Cuma kadang-kadang kalau ketemu dengan teman-

teman, di rumahnya atau di rumah dan pas juga siaran televisi yang

menyiarkan  Pilgub atau kebetulan ada orang yang

memperbincangkan. Jadi tidak pernah disengaja berdiskusi soal
Pilgub. 15 Desember 2017).

Mengenai hat apa saja yang diperbincangkan, sebagian informan
mengaku membicarakan tentang karakter Cagub dan Cawagub, program
kerja mereka, serta kelayakannya untuk memimpin Sulawesi Barat, seperti
vang diungkapkan oleh Demmanganna, seorang guru. Berikut petikan
wawancaranya:

“Pernah, tapi tidak sering. Kalau bicara intensitas berapa kali itu

nggak mesti. Kalo ngobrol seperti itu ya paling pas di sekolah, di
kantor, dengan teman kerja, rekan kerja, palingan itu. Apa ya,
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ngomongin apa, paling calonnya siapa, terus Kira-kira it program

kerjanya itu seperti apa, terus nanti kira-kirm mau milih siapa,

seperti itu. (wawancara: 14 Desember 2017).

Ada pula yang membicarakan tentang hal-hal teknis seputar
pelaksanaan Pilgub Sulawesi Barat 2017. Seperti yang diungkapkan
Yulianus (45 tahun), scorang pegawai kecamatan, sebagai berikut:

“Jelas saya memperbincangkan. Karena kebetulan saya terlibat

dalam kepanitiaan di tingkat kecamatan. Ya bisa dikalakan tiap hari

minimal hampir tiap hari, paling tidak seminggu dua sampai tiga
hari memperbincangkan itulah. Pertama dengan panitia di tingkat
desa, kadang ada hal-hal penting seputar pelaksanaan atau apa, tapi

biasanya kalau diskusi ngobrolin gitu ya sekedar dengan teman,
atau teman kerja.” (wawancara: 16 Desember 2017).

Yulianus mengungkapkan bahwa dia hampir tiap hari
memperbincangkan tentang Pilgub, tetapi yang diperbincangkan lebih
banyak mengenai teknis pelaksanaan karena dia termasuk panitia Pilgub
tingkat kecamatan. Samna halnya dengan Demmanganna, Tandi Rerung
juga lebih banyak memperbincangkan seputar teknis peaksanaan Pilgub
selan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pilgub. Tandi
R mengungkapkn hal sebagai berikut:

“¥a. Kadang dua tiga kali. Karena saya turun langsung dalam hal

ini scbagai ketua PPS jadi kadang dengan anggota PPS, dengan

masyarakat, dalam rangka memberikan sosialisasi kepada
masyarakat tentang pilgub ini. Kalau saya, dalam kapasitasnya
sebagai panitia, ini yang diperbincangkan adalah dalam hal
tentang suksesnya pelaksanaan pemilihan gubernur dan pentingnya
memilih calon pemimpin yang akan memimpin rakyat Sulawesi

Barat.” (wawancara: Selasa, 16 Desember 2017)

Demikian nampak bahwa partisipasi politik dalam Pilgub vang
berbentuk memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar Pilgub

Sulawesi Barat 2017 menurut hasil survey masih kurang bagi sebagian

besar masyarakat di Kabupaten Mamasa. Bagi informan yang
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memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar piigub Sulawesi
Barat 2017 secbagian besar adalah kaum laki-laki. Dalam hal ini laki-laki
cenderung nampak lebih aktif daripada perempuan. Bagi sebagian yang
mendiskusikannya, diantaranya memperbincangkan dengan keluarga
maupun rekan kerja. Sedangkan intensitasnya tidak rutin, tetapi pada saat-
saat menjelang pemilu biasanya lebih sering memperbincangkannya.
g. Tipe Gladiator dalam Partisipasi Politik dalam Pilgub Pilgub Sulawesi

Barat

Bentuk partisipasi politik konvenstonai selanjutnya adalah
mengikuti kampanye. Dari wawancara mendaiam yang dilakukan peneliti
terhadap informan, diperoieh data bahwa sebagian masyarakat kurang
berminat mengikuti kampanye karena merasa kurang penting. Seperti
diungkapkan seorang petani, Miko (49 tahun), bagmya mengikuti
kampanye hanya buang-buang waktu saja. Bahkan ia menggunakan istilah
bahwa ikut-ikutan kampanye seperti itu sama saja dengan bunuh diri,
karena menurutnya hal itu tidak penting dan hanya membuang sebagian
waktunya yang harusnya bisa ia gunakan untuk bekerja dan
menghasilkan uang, Berikut diugkapkan Miko:

“Saya juga bersimpati kepada salah satu calon gubernur, akan tetapi

saya tidak ikut kampanyc konvoi atau kampanya dengan massa

banyak, karena saya anggap berbahaya, apalagi kalau bertemu dengan

massa dan kontestan yang lain. Bentuk dukungan saya adalah dengan

itkut membantu memasang baliho, dan atribut kampanye yang lain.

Wawancara 16 Desmber 2017.

Lain halnya dengan Nurbaya (25 tahun), ia tidak mengikuti

kampanye karena dia adalah seorang guru di mana seorang guru memang

diharuskan bersikap netral. Hal senada juga diungkapkan Pasau, Dirman
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dan Demmanganna, yang berprofesi sebagai PNS. Ketika ditanya perihal
keikutsertaannya dalam kegiatan kampanye, Pasau mengungkapkan
sebagai berikut: “Tidak tidak. Karena, pertama saya sebagai seorang PNS
harus netral, kedua karena saya di dalam kepanitiaan, jadi ya jelas ndak
boleh.”(wawancara: 15 Desember 2017).

Sedangkan salah seorang Tokoh Masyarakat Kabupaten Mamasa
mengaku ikut serta dalam kegiatan kampanye, Obed (45 tahun)
mengungkapkan hal sebagai beikut:

“Kampanye. Iya. Saya kebetulan tim sukses di Kabupaten Mamasa,

juru kampanye,saya kemarin hanya menggunakan kampanye secara

dialogis, jadi saya ketemu di ruangan. Karena saat ini kampanye di

tempat- tempat umum, terbuka, itu sudah tidak efektif. Seperti kalau

misal dangdutan itu kan cuma hura-hura, sekedar ingin menikmati
dangdut saja terus pergi itu kan kampanyenya jadi tidak efektif.

Jadi kami memang tidak menggunakan cara itu alasannya yang

pertama ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat

sebenarnya apa arti pemilihan gubernur itn, kita juga bisa
menyampaikan visi misi, visi misi itu akan bisa masuk. Tapi
kalau kita menggunakan kampanye secara umum, seperti dangdut
tadi kita nggak akan bicara visi misi karena itu sifatnya umum, dan
kita menggunakan kampanye secara dialogis jadi bisa
menyampaikan tepat sasaran karena kebetulan saya jurkam salah
satu calon ya saya akan menyampaikan kebaikan dari calon saya
itu, mungkin dia npantinya peserta kampanye akan
mempertimbangkan juga untuk memilih calon saya itu.

diharapkan seperti itu.” (wawancara: 16 Desember 2017)

Berdasarkan keterangan diatas diketahui bahwa sebagian
masyarakat tampaknya menganggap bahwa mengikuti kampanye itu
tidak penting dan sebagian yang lainnya tidak mengikuti kampaye karena
dibatasi oleh peraturan bahwa pegawai negeri sipil hams netral,
Sementara itu pihak juru kampanye sendiri mengakui bahwa memang
antusiasme masyarakat dalam mengikuti kampanye sangat rendah. Hal

itn dikarenakan cara berkampanye yang kurang efektif sehingga bagi
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sebagian masyarakat dianggap kurang bermanfaat. Oleh karena itu, juru
kampanye berusaha melakukan kampanye secara dialogis supaya lebih
efektif dan dapat diterima masyarakat,

Berkaitan dengan peraturan bahwa PNS harus bersifat netral,
peraturan seperti itu memang perlu diadakan karena PNS harus
dikembalikan kepada fungsi dan kedudukannya yang sebenamnya, yaitu
sebagai institusi yang memberikan pelayanan dan pengayoman kepada
masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah institusi pegawai negeri yang
netral yang tidak merupaka alat politik dari kekuatan politik apapun.

Bahagian dari Gladiator dalam bentuk partisipasi politik dalam
Pilgub Sulawesi Barat adalah mempengaruhi orang lain untuk memilih
salah satu pasangan Cagub dan Cawagub. Akan tetapi, secara keseluruhan
sebagian besar masyarakat tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih
salah satu pasangan Cagub dan Cawagub dalam Pilgub Sulawesi Barat
2017. Berkenaan dengan hal di atas, Demmanganna (45 tahun), seorang

pegawai kecamatan mengatakan:

“Saya tidak mempengaruhi siapapun untuk memilih calon yang
mana, saya hanya menyarankan mercka untuk menggunakan hak
pitih mereka dalam Pilgub tersebut. Jadi, saya hanya menggiring
mereka untuk menggunakan hak pilih, tetapi tidak mengarah pada
salah satu pasangan. Maksudnya saya hanya memberi motivasi agar
mereka menggunakan hak pilihnya.” (wawancara: 18 Desember
2017}

Demmanganna mengungkapkan bahwa kapasitasnya sebagai
panitia sehingga ia tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih calon

tertenty, tetapi cenderung mempengaruhi dalam memotivasi masyarakat
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untuk menggunakan hak pilihnya. Hal itu senada dengan yang dikatakan
Melky 45 tahun sebagai berikut:

“Mempengaruhi, tidak karena saya sebagai panitia. Jadi saya

bersifat netral tidak menyuruh untuk harus memilih yang mana,

Hanya saja menyuruh mereka memilih gitu aja. Kalau keluarga

tentu saya menawarkan pilihan yang saya inginkan, meskipun

tidak memaksa karena kami tetap taat pada azas demokrartis

(wawancara: 16 Desember 2017}

Bentuk partisipasi politik dalam Pilgub Sulawesi Barat yang lain
yaitu bergabung atau menjadi tim sukses salah satu pasangan Cagub dan
Cawagub. Hasil indepth-interview menunjukkan bahwa dalam hal ini
perempuan lebih aktif menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dalam
Pilgub Sulawesi Barat 2017. Salah satu informan dalam indept
interview, Jonathan, yang bergabung menjadi tim sukses salah satu
pasangan menyatakan sebagai berikut:

“Tim sukses. Saya tim sukses dari Pak Suardi Duka. Saya

kebetulan untuk Kecamatan Mamasa saya sebagai anggota tim

sukses. Yang dilakukan scbagai tim sukses: yang pertama
sosialisasi. sosialisasi visi misi calon, yang kedua, yang terpenting
bahwa kami berusaha untuk mempengaruhi masyarakat agar dia
percaya betul. visi misi dari calon gubemur yan saya sampaikan
tadi seandainya terpilih sebagai gubernur nantinya. Sehingga
masyarakat akan mempunyai pilihan terhadap apa yang saya

sampaikan” (wawancara: 16 Desember 2017).

Berdasarkan keterangan diatas, secara keseluruhan nampak bahwa
sebagian besar masyarakat tidak berpartisipasi politik dalam bentuk
menjadi tim sukses salah satu pasangan Cagub dan Cawagub. Akan tetapi
dilibat dari keaktifan laki-laki dan perempuan, maka dalam bal ini
perempuan cenderung lebih aktif sebagai tim sukses.

Meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Bahkan lembaga

sosial banyak memiliki keterbatasan dalam memberikan sosialisasi dan
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pendidikan politik kepada masyarakat. Muncuinya tiga pasangan calon
pada Pemilukada Gubemur Sulbar tahun 2017 sedikit banyak telah
memengaruhi tingkat partisiapsi politik masyarakat. Terpilihnya Enny
Angraeni Anwar Istri pak Anwar Adnan (mantan Gubenur Sulbar
sebelumnya), yang dipersamakan sebagai incumbent meskipun dalam
posisi sebagai Wakil Gubenur memastikan bahwa pasangan inilah yang
paling berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
Tidak hanya karena keberhasilan pak Anwar Adnan dalam meningkatkan
kehidupan ekonromi masyarakat. Namun pasangan Ali Baal — Angraeni
Anwar masih dinilai oleh masyarakat merupakan pasangan vang paling
dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan pasangan yang lain.

Masyarakat sendiri juga menilai bahwa pasangan Ali Baal —
Angraeni Anwar layak memimpin Sulbar sehingga mereka mau
mendukung dengan memberikan suaranya pada Pemilukada. Selama
kepemimpinanya pak Anwar Adnan tercatat tidak pemah melakukan
pelanggaran  sccara  hukum. Dengan program  pembangunan
infrastrukturnya yang cukup baik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan
negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi
politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik
berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu
pemerintahan. Pada suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh

terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih.
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Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing
untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.

Masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu
tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih, tidak hanya itu
partisipasi politik masyarakat dalam pemiilu dapat dipandang sebagai
kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan
beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing,
Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat
dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan
hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk
menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD
1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeivarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan denpgan
undang- undang”.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem
politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga
dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru
sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai
era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari transformasi politik, makna
pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro
agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme check and balances di
antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah,

masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala
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dacrak yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap
kepentingan masyarakat,

Konteks ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat
daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang
menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah. Masyarakat daerah yang
selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih
oleh DPRD, kini masyarakat menjadi pelaku atau voter (pemilih) yang
akan menentukan terpilihnya Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Sistem pemilu kepala daerah
secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku
sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai
untuk memperivas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat
dacrah memiliki kesempatan untuk memiiih secara bebas pemimpin
daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, floaring mass (massa
mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi.

Pilkada merupakan momentum yang cukup tepat munculnya
berbagai varian preferensi pemilik yang menjadi faktor dominan dalam
melakukan tindakan atau perilaku politiknya. Potensi rendahnya partisipasi
pemilih masih menghantui pemilu 2015. Dibutuhkan langkah strategis
lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah dacrah agar masyarakat
menggunakan hak pilihnya. Parisipasi pemilih di setiap pemilu cenderung
mengalami penurunan.

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan

dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia,
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penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung
sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi
lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan
nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistemn politik yang otoriter.
Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai
nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2014 Jalu yang berjalan
relatif cukup Jancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa
tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2014 yang
terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang
berjalan tanpa tindakan kekerasan dan chaos menjadi prestasi bersejarah

bagi bangsa ini

Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan
momentum pemilihan Kepala Daerah langsung yang telah berlangsung
sejak 2005. Momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses
penguatan demokratisasi. Dalam konteks pengoatan demokratisasi,
masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal
menuju lajur demokrasi yang benar. Pembentukan warga negara yang
memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin
dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan atau
civil education. Aktualisast dan civil education sebenamya terletak pada
tingkat partisipasi politik rakyat di setiap momcntum politik seperti
pemilu. Seberapa jauh Pilkada selama ini memberi ruang partisipasi
politik bagi rakyat. Apakah pilkada mampu menjadi titik persinggungan

rakyat dan Negara sebagai manifestasi partisipasi politik rakyat.
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Partisipast politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau
sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa
Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan,
mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi
sering dimaknai scbagai era yang lebih demokratis.

Seiring dengan konstelasi politik di era reformasi penguatan
demokrasi yang legitimate sebagai harapan dan akhir transisi demokrasi,
semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan Pemilu
secara langsung. Sebagai konsekuensi logis perubahan atmosfer politik
tersebut maka dinamika dan intensitas artikulasi politikpun makin tampak
di tengah ranah kehidupan sosial politik. Setidaknya masyarakat diterpa
wacana dan partisipasi politik tidak hanya lima tahun sekali saat
Pemilu saja. Tetapi juga, disemarakkan oleh Pemilu Kepala Daerah baik
pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain
merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih
menjamin berfungsinya mekanisme check and balances dianiara
lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat
mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah
yang akuntabel, berkualitas, Jegitimate, dan peka terhadap kepentingan
masyarakat.

Dalam konteks ini negara memberikan kesempatan kepada
masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan

yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah. Masyarakat daerah
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yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang
dipilih oleh DPRD, kini masyarakat menjadi pelaku atau vofer (pemilih)
yang akan menentukan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sistem Pemilu Kepala Daerah secara langsung lebih menjanjikan
dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung
diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperiuas partisipasi
politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan
untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan,
atau intimidasi, floating mass (massa mengambang), kekerasan politik,
maupun penckanan jalur birokrasi. Dapat dikatakan pilkada merupakan
momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi
pemilih yang menjadi factor dominan dalam melakukan tindakan atau
peritaku politiknya. Demokrasi tidak sekedar persoalan menang kalah,
karena di dalam demokrasi yang juga penting adalah bagaimana
memainkan peran dalam mengakomodasi konflik dan kepentingan selain
menciptakan struktur relasi kepentingan yang saling memaknai.
Perbedaan dasar pilkada langsung dengan tatanan politik perwakilan
sebelumnya adalah tidak jelasnya statistic kehendak politik rakyat atas
sosok kepala daerah yang akan memimpinnya. Dalam tatanan politik
lama, keterwakilan masyarakat tidak dapat diukur persatu orang anggota
DPRD, tetapi dalam pemilihan langsung keterwakilan masyarakat secara
statistik dapat diketahui secara konkret berdasarkan wilayah kecamatan,

desa dan kelurahan.
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Demikian pula banyak harapan terhadap pilkada langsung bisa
menumbuhkan antusiasme politik rakyat yang diwujudkan dengan
tingginya partisipasi politik. Namun realitasnya dalam beberapa pilkada
menunjukkan bahwa kecenderungan golput semakin meningkat.
Fenomena tingginya angka golput tersebut terutama di Sulbar dapat
dimaknai sebagai refleksi kebosanan rakyat terhadap politik, atau tidak
adanya calon yang cukup menarik dan berkualitas yang diajukan Namun
oleh partai politik, sehingga tidak memberi harapan bagi “perubahan”.
uniknya, ditengah kecenderungan angka golput yang semakin meningkat
khususnya di Mamasa. Kondisi tersebut tentu saja merupakan fenomena
unik pilkada di Sulbar karena dimana tingkat partisipasi yang tinggi di
tengah makin rendahnya partisipasi pemilih.

Pemerintah mempunyai andil yang cukup besar terkait dengan
suksesnya penyelenggaraan pemilu dan korclasinya dengan partisipasi
politik masyarakat. Karena prinsip dasarnya pelaksanaan pemilu itu tujuan
akhimnya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.

Faktor pemerintah yang dimaksud cukup mempunyai pengaruh
dalam pelaksanaan pemilu diantaranya adalah terkait dengan sistem
perundangan yang dibuat. Setidaknya masih ada (jika tidak bisa dikatakan
masih banyak) peraturan perundangan yang dibuat terkait dengan sistem
kepemiluan masih menghambat pertumbuhan partisipasi  politik
masyarakat. Misalnya siapa saja yang dikatakan sebagai pemilih. Bahkan
ada kesan yang tumbuh dimasyarakat justru peraturan yang ada sangat

kontradiksi dengan slogan yang selalu dikumandangkan oleh pemerintah
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yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Dimana satu sisi masyarakat
selalu dihimbau untuk berpartisipasi akan tetapi justru aturan yang dibuat
Justru menghambat masyarakat dalam berpartisipasi. Faktanya sangat
sering masyarakat terbentur aturan administrasi dalam berpartisipasi yang
Justru penyebabnya merupakan kesalahan yang dilakukan pihak pemerintah
sendiri.

Faktor perundangan yang terkait dengan pemilu juga saat ini seperti
yang diidentifikasi oleh lembaga yang bernama Kemitraan Parimership
(sebuah lembaga independent yang memiiiki concern terhadap electoral
refrom), dimana terdapat beberapa komplikasi pengaturan terkait dengan
peratuan kepemiluan. Komplikasi yang cukup signifikan terasa pada
penyelenggaraan pemilu legislatif yang dilanjutkan dengan pemilu presiden
tahun 2014 lalu yang di sebabkan oleh dasar hukum penyelenggaraan
pemilu yang tumpang tindih. UU No.8 Tahun 2012 sebagai dasar
penyelenggaraan pemilu merupakan undang-undang pemilu terbaru dan
terlengkap; sementara dipihak lain, UU No. 42 tahun 2008 sebagai dasar
penyelenggaraan PILPRES merupakan undang-undang lama dan banyak
kekurangan. Ketimpangan muncul khususnya dalam mengatur pelaksanaan
tahapan pemilu, khususnya pendaftaran pemilih, pemungutan dan
penghitungan suara, serta dalam penegakan hukum pemilu. Beberapa hal
yang diatur dalam UU No.8 tahun 2012 namun tidak diatur dalam UU
No. 42 tahun 2008 antara lain konsep Daftar Pemilih Khusus (DPK);
rekapitulasi penghitungan suara di desa’kelurahan; dan adanya Sentra

Penegakan Hukum Terpadu dan Perselisihan Tata Usaha Negara Pemilu.
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Faktor perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang
signifikan kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat
diantaranya adalah siapa saja yang dikategorikan sebagai pemilih.
Ketentuan bahwa yang menjadi pemilih adalah masyarakat yang
memiliki KTP atau memiliki NIP saja, jelas sangat berpengaruh pada
tingkat partisipasi masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang
tidak memiliki identitas kependudukan sebagai akibat kelalaian pelayanan
publik pihak pemerintah.

Keberadaan partai politik dalam sebuah Negara demokrasi
merupakan syarat mutiak. Keberadaan partai politik merupakan salah satu
tiang penyangga tegaknya demokrasi. Ironisnya keberadaan partai politik di
Indonesia saat ini menjadi faktor penyebab rapuhnya sistem demokrasi
yang kita anut. Hal itu discbabkan karena partai politik belum dapat
menjalankan fungsi seharusnya dengan baik.

Sebagai contoh, salah satu fungsi partai politik yang erat kaitannya
dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yaitu fungsi pendidikan
politik. Fakta menunjukan partai politik sangat lemah dalam menjalankan
fungsi ini. Bahkan yang terjadi saat ini tingkah laku partai politik telah
mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi kedalam jurang
apatisme yang dalam. Belum lagi fungsi rekruitmen hal int menjadi momok
bagi masyarakat jika melihat bagaimana partai politik menjalankan fungsi
ini. Hal ini tidak saja menjadi permasalahan bagi masyarakat yang melihat
akan tetapi juga menjadi masalah intern partai politik itu sendin.

Terjadinya kecemburuan antar sesama anggota dalam sebuah partai politik
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menjadi sebuah pemandangan yang lumrah. Hal itu disebabkan karena
terkadang bahkan bisa dikatakan sering, demi pertimbangan pendanaan
partai, fungsi rekruitmen ini sering dikorbankan. Banyak fakta yang
menunjukan dalam sebuah pencalonan partai politik akan mengusung figur
yang memiliki dana walaupun figur itu tidak pernah atau belum pernah
menjadi anggota dari partai politik itu. Sementara banyak kader yang
sudah lama menjadi anggota dan memiliki kapabilitas yang lebih baik
namun tidak memiliki dana akhirnya tidak dicaionkan.

Pembenahan partai politik saat ini sudah menjadi syarat mutlak jika
kita menginginkan system demokrasi kita bisa menjadi baik. Karena
menurut undang- undang 1945 yang menjadi peserta pemilu adalah partai
politik. Walaupun sebagai dampak dari eforia reformasi dan akibat
kekecewaan terhadap keberadaam partai politik yang berkembang di
tengah masyarakat, telah memunculkan kemungkinan peserta pemilu
perscorangan (non partai).

Daiam rangka pembenahan, salah satu metode yang coba diusulkan
oleh tim Kemitraan Partnership yang disampaikan saat melakukan
sosialisasi dan konsultasi publik di Manado terkait rencana modifikasi
Undang-Undang Pemilu beberapa waktu lalu perlu dipertimbangkan.
Metode pembenahan partai politik yang coba diusulkan yaitu mewajibkan
partai politik melakukan pra pemilu (pemiiu pendahuluan) diintern
partainya yang dikenal dengan konsep Intra Party Democracy. Tujuan dari
metode ini adalah menciptakan disiplin partai politik yang diharapkan

partai politik bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan disiplin. Bahkan
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saat ini ada wacana yang mengemuka tentang rencana pengaturan
mekanisme dan persyaratan pencalonan yang wajib diikuti oleh partai
politik dalam sebuah pemilu. Walau terasa sulit namun hat itu periu dicoba.

Di Kabupaten Mamasa permasalahan ini juga dizkui oleh
beberapa informan yang sempat diwawancara pada saat penelitian. Partai
politik yang ada diwilayah int dinilai masih belum menjalankan fungsinya
sesuai dengan yang diharapkan.

Momentum politik Pilgub di Kabupaten Mamasa tahun 2017
menunjukan angka partisipasi yang cukup rendah yaitu hanya 63%, hal int
dapat dilihat pada jumlah pemilih yang menggunakan hak politiknya.
Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan belum
sepenuhnya terbentuk kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri
untuk menggunakan hak politiknya, dengan pertimbangan bahwa calon
yang hadir dalam pentas Pilgub belum cukup dipercaya untuk dalam
mewujudkan harapan mereka. Melihat kandidat yang saat itu ikut bertarung
didalam Pilgub adalah figur-figur yang dianggap mungkin dianggap belum
memiliki kapasitas adalah sebuah alasan yang sebenarmya rasional dan
kritis. Hal ini dapat dikatakan demikian apabila ditinjau dari alasan
masyarakat kenapa menganggap celon yang hadir cukup memenuhi
kapasitas dalam memenubi keinginan masyarakat. Seperti yang
diungkapkan oleh sebagian besar warga yang diwawancara terkait dengan
alasan mereka ikut berpartisipasi dalam pilgub yang mengatakan bahwa,

“para calon kali ini cukup dekat dengan masyarakat, mereka selalu
turun kelapangan, rajin berkunjung, dan berdialog langsung dengan

masyarakat. Karena wilayah Kabupaten tidak begitu luas, kadang-
kadang  dalam  sehari ada  beberapa calon yang datang.

130

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43572.pdf

Kedatangannya pun sering membawa sesuatu bagi masyarackat. Ini
membuat masyarakat  selalu menunggu-nunggu kehadiran para
calon dan tentunya hari pelaksanaan pemilihan.”

Hal ini berbeda dengan fenomena pada beberapa daerah lain di
Indonesia. Akibat perilaku para kandidat telah menimbulkan rasa apriori
yang berakibat pada apatisme masyarakat dalam berpartisipasi. Tapi dalam
perjalannya bila kita telisik lebih jauh lagi kebanyakan alasan masyarakat
tidak menggunakan hak suaranya dikarenakan adanya kepentingan
individual lainnya, baik hari libur Pilgub dijadikan momentum untuk
liburan atau tidak memiliki waktu karena kesibukan akan urusan pribadi.
Disisi lain kita juga akan melihat bahwa mereka yang tidak menggunakan
hak suwaranya lebih kepada karena calon yang hadir tidak memiliki
kedekatan secara suku sebuah ciri politik primordialisme yang masih saja
ada di tengah pentas potitik di Indonesia.

Peran media dalam demokrasi sangat penting. Media diharapkan
dapat menjalankan fungsi tidak hanya sebagai sumber informasi namun
Juga diharapkan dapat menjadi sarana dalam pendidikan politik. Isi media
dalam memberikan infonmasi secara luas mengenai Pilgub juga mendorong
terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Sebaliknya jika
media rendah intensitasnya dalam memberitakan peristiwa politik,
khususnya informasi tentang penyelenggaraan Pilgub dapat mendorong
rendahnya keterlibatan masyarakat didalam pilgub.

Pada saat pilgub di Kabupaten Mamasa berlangsung, media belum
dapat dikatakan cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat

dibuktikan dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih cukup rendah
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sebagai akibat dari agitasi media terhadap pilgub di Mamasa belum
memberi sumbangan yang nyata.

Salah satu faktor yang juga menjadi pendorong partisipasi politik
masyarakat pada pilgub di Kabupaten Mamasa pada tahun 2017 lalu yakni
peran dari penyeienggara yaitu KPU Kabupaten Mamasa. Penataan daftar
pemilih tetap (DPT) yang baik sangat mendukung partisipasi politik.
Sementara persoalan ini sering menjadi masalah selama pelaksanaan
Pilgub karena banyaknya warga yang sering tidak terdaftar sehingga
menjadi sebuah permasalahan krusial yang tidak mendapatkan solusi.
Faktor pendorong lain akibat peran dari KPU Kabupaten adalah kesuksesan
dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Faktor yang juga sangat berpengaruh pada tingginya tingkat
partisipasi politik masyarakat pada pilgub di kabupaten Mamasa adalah
strategi yang dijalankan oleh sebagian besar dari para kandidat yang
bersaing kala itu. Strategi money politik telah berhasil mendongkrak
tingkat partisipasi politik saat itu. Hal itu mendapat dukungan dari tingkat
pragmatisme politik masyarakat kabupaten Mamasa yang dikenal sangat
tinggi.

Faktor yang juga sangat berpengaruh pada partisipasi politik adalah
faktor sosial dan budaya yang berkembang dan dianut oleh masyarakat.
Pragmatisme merupakan sebuah budaya yang cukup subur tumbuh di
negara ini. Ini berdasarkan beberapa literature dan penclitian yang pemah
ada dan sudah dilakukan menunjukan fakta bahwa pragmatisme

masyarakat dalam mengikuti pemilu sangat besar. Dan bisa dipastikan
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budaya tersebut memang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang
berkembang sudah cukup lama ditengah masyarakat.

Pragmatisme yang ada dalam masyarakat dapat dibuktikan pada
setiap pelaksanaan pemilu, dimana morey politics selalu saja marak pada
setiap pelaksanaan pemilu. Hal itu dilakukan dengan sadar oleh para
kandidat yang bersaing dalam pemilu, karena strategi tersebut terbukti
sangat manjur dalam melakukan penjaringan dukungan masyarakat
pemilih.

Di Kabupaten Mamasa permasalahan ini juga diakui oleh beberapa
informan bahwa fenomena politik uang saat pilgub yang lalu sangat
tinggi. Mereka mengaku hampir semua kandidat yang bertarung
melakukan strategi tersebut. Besaran uang yang diberikan juga cukup
bervariasi. Dan itu dilakukan oleh para kandidat sendin atau tim sukses
mereka.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa jika
angka partisipasi pemilih Gubemur dan Wakil Gubemur di Kabupaten
Mamasa yang mencapai 64% dibandingkan dengan tingkat partisipasi
pemilih Provinsi Sulawesi Barat yang tercatat 73,83%, jelas bahwa tingkat
partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa tersebut terbilang rendah.
Demikian juga jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada 5
{lima) kabupaten lainnya. Tecatat untuk Polewali Mandar sebesar 75%,
Majene 84%, Mamuju 76%, Mamuju Tengah 73%, dan Mamuju Utara 71%.

Tingkat pencapaian partisipasi pemilih yang rendah tersebut

terjadi karena beberapa sebab. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa
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sebab dari hal tersebut adalah pandangan pemilih yang menganggap hasil
Pitkada tidak berpengaruh terhadap kondisi kehidupannya. Pandangan
lainnya dari pemilih yang apatis menyatakan jika Pilkada pada dasamya
merupakan urusan elit saja, bukan menjadi urusan rakyat kecil. Kemudian
karena alasan keterbatasan akses atas pelaksanaan Pilkada. Ini terjadi karena
jarak yang jauh dan pusat informasi Pilkada dan tempat atau letak TPS.
Terakhir adalah alasan kurang perhatian atas Pilkada,

Dari keseluruhan alasan yang dikemukakan oleh pemilih
tersebul, sesungguhnya inti masalah yang menjadi sebab atas rendahnya
partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa pada Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubemnur Sulawesi Barat Tahun 2017, terletak pada rendahnya pemahaman
mereka terhadap pentingnya Pilkada.

Sebab utama tersebut tentu tidak sederhana atau dengan kata
lain memiliki kompleksitas tersendiri. Dapat diduga jika berbagai alasan
yang dikemukakan oleh masyarakat yang tidak berpartisipasi pada Pilkada
merupakan pencerminan dari konfigurasi berbagai situasi dan kondisi yang
mereka alami atau rasakan. Konfigurasi tersebut dapat berupa rendahnya
tingkat pendidikan masyarakat yang membuat kesadaran politik mereka juga
rendah. Juga dimungkinkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah selama ini
yang kurang memihak ke masyarakat lapisan bawah atau yang ada di daerah
terpencil, mengakibatkan mereka memandang bahwa perubahan pimpinan
daerah tidak memiliki hubungan dengan keadaan kehidupan mereka. Sebab

lainnya juga dapat ditelusuri pada keterbatasan jangkauan sosialisasi tentang
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urgensi Pilkada dan penggunaan hak-hak politik warganegara, bagi sebagian
anggota masyarakat.

Sikap apatis masyarakat terhadap pemilu tidak boleh dibiarkan
berlajut. Harus ada upaya sistematis dan berkesinambungan untuk
menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam
setiap pemilihan. Penyempitan makna partisipasi sebatas dating ke TPS
pada hari pemungutan suara mesti diluruskan. Partisipasi pemilih harus
bersifat utuh dan menyeluruh. Dinamika setiap tahapan harus diperhatikan.
kontrol kualitas terhadap proses pemilihan menjadi penting. Tahapan pemilu
akan lebih berwarna ketika pemilih terlibat secara aktif.

Selain pemilih yang apatis dengan berbagai macam sebabnya,
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat menunjukkan adanya
pemiilih dengan tipe spectator. Jenis pemilih ini ditandai dengan
keikutsertaan menggunakan hak pilih mereka tanpa perlu melibatkan diri
secara mendalam.

Keterlibatan tipe pemilih spectator pada ranah Pilkada juga
ditandai oleh keterlibalan mereka mendiskusikan proses Pilkada tersebut.
Namun patut dicatat jika keterlibatan semacam ini terbangun secara
sporadik. Artinya dapat tercipta pada siatuasi dan kondisi yang tidak
direncanakan. Seperti pada pertemuan secara tidak sengaja dengan teman-
teman mereka di tempat tertentu, lalu membicarakan Pilkada ini secara
kebetulan saja.

Bagi pemilih tipe spectator ini, selain tidak dalam kapasitas

memperbincangkan Pilkada secara terencana, juga tidak menghindari ketika
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berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu dimana terdapat orang lain
yang melibatkan mereka memndiskusikan Pilkada Sulawesi Barat sebagai
topic pembicaraan.

Ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat pemilih di Kabupaten
Mamasa, terdapat kelompok orang yang mengambil sikap moderat terhadap
penyelenggaraan Pilkada Gubermur dan Wakil Gubemnur. Sikap moderat
tersebut diindikasikan oleh keterlibatan mereka menggunakan hak pilihnya
di satu sisi, namun di sisi lain tidak melibatkan diri secara mendalam dalam
aktivitas atau proses Pilkada tersebut.

Selanjutnya juga ditemui kelompok pemilih yang disebut
dengan tipe gladiator. Kelompok pemlih ini menggunakan hak pilih mereka
dan sekaligus mengambil peran secare aktif pada ranah Pilkada Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.

Tipe pemilih gladiator ini menunjukkan pula cara yang berbeda
dalam mengambil posisi terhadap pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubemur Sutawesi Barat. Terdapat pemilih yang memang bersimpati pada
salah satu pasangan calon, kemudian jenis pemilih ini fkut aktif dalam
proses Pilkada dengan memilih cara-cara yang mereka anggap resikonya
rendah.

Tipe pemilih gladiator lainnya adalah mereka yang memang ikut
berpartisipasti mengkampanyckan kepada pemilih lainnya untuk
memanfaatkan hak pilihnya dan sekaligus memilih salah sate pasangan

calon yang dikampanyekan. Tipe pemilih gladiator semacam ini benar-benar
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terlibat dalam proses Pilkada secara mendalam. Keterlibatan tersebut tentu
dapat mengambil bentuk yang bervariasi,

Dari basil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan,
dapat dinyatakan bahwa pandangan Milbart dan Goel (2006) yang
membedakan partisipasi politik menjadi 3 (tiga) kategori, yakni apatis
artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik,
spectator atinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam
pemilihan umum, gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam
proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap, pada
Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 2017 juga ditemukan
tipe-tipe pemilih yang demikian itu dengan variasi dan ekspresi yang
mereka sampaikan secara beragam.

8. Pembahasan

Dengan persfektif evaluasi pengorganisasian KPU Provinsi Sulawesi
Barat terhadap petaksanaan pemilihan Gubermur dan Wakil Gubemur Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2017, maka terdapat dua focus utama yang akan menjadi
pembahasan. Pertama yakni pengorganisasian KPU Provinsi terhadap
penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
Kedua yakni kinerja atas pengorganisasian KPU Provinsi Sulawesi Barat atas
pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur yang subtansinya
ditckankan pada tingkat partisipasi dan pritaku pemilih.

1. Pengorganisasian KPU Provinsi
Pengorganisasian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat

dititik beratkan pada penggunaan kelembagaan KPU secara hierarkis, Karena
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itu, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemnur Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat
pada pelaksanaan program oich KPU Kabupaten Mamasa, Dengan pendekatan
secara hierarkis tersebut kemudian oleh KPU Kabupaten Mamasa menyusun
program strategis pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakii Gubemnur
Provinsi Sulawesi Barat, serta melaksanakan program strategis tersebut.

Dari berbagai program strategis yang direncanakan, dalam
pelaksanaannya yang terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih
sebagai salah satu ukuran keberhasilan KPU Kabupaten Mamasa adalah
sebagai berikut :

a. Sosialisasi pelaksanaan pemilihan Gubemur dan Wakii Gubernur
Program sosialisasi tersebut mengambil 3 (tiga) bentuk, yakni diskusi
public, penyebaran sticker dan pembuatan serta penyebaran baju kaos
yang bertuliskan himbauan bagi warga untuk berpartisipasi dalam
pemilihan kepala daerah.

Jika diperhatikan volume, frekwensi dan jangkauan ketiga kegiatan
tersebut di atas, tampak bahwa kegiatan tersebut hanya menjangkau
kalangan terbatas. Misal pada kegiatan diskusi publik, ini hanya
diselenggarakan pada 2 (dua) tempat di dalam wilayah ibu kota
kabupaten. Sementara wilayah kecamatan sama sekali tidak tejangkau.
Fakta ini lebih dipersulit oleh masih terbatasnya media komunikasi yang
dapat menjangkau masyarakat pemilih yang ada di pelosok Kabupaten

Mamasa.
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Keterbatasan jangkauan sebaran informasi pemilihan kepala daerah
tersebut di atas dapat disubtitusi dengan penyebaran sticker dan baju
kaos bertuliskan himbauan partisipasi masyarakat dalam pemilihan
kepala dacrah. Namun, jumlah dan sebaran sticker dan baju kaos tersebut
juga sangat terbatas. Karena hanya menjangkau wilayah tertentu dan
rumah tangga atau orang tertentu saja.

b. Pemuktahiran Daftar Pemilih Sementara
Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, keberadaan data
pemilih sangat penting artinya. Ini terkait dengan kedudukan pemilih
sebagai pihak yang menentukan hasil akhir kepala daerah yang terpilih,
Karena itu, tahapan terhadap pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih
ini sangat strategis sekali.
Hal tersebut mendapat perhatian serius KPU Kabupaten Mamasa.
Karena pada tahap pendafiaran pemilih memang sudah ditemukan
indikasi terhadap masih banyaknya warga masyarakat yang sudah
memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, namun belum terdafatar sebagai
pemilih.
Terhadap pemutakhiran data pemilih ini, KPU Kabupaten Mamasa telah
mengorganisimya dengan baik melalui tahapan pemutakhiran secara
berjenjang. Pada jenjang pertama yakni pemutakhiran timgkat
desa/kelurahan. Pemutakhiran ini menjadi kunci keberhasilan pendataan
pemilih, karena pada tingkat ini yang paling dekat dengan mereka.
Jenjang kedua yakni pemutakhiran tingkat kecamatan. Pemutakhiran ini

juga penting, untuk memastikan ketika data-data pemilih tingkat
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desa/kelurahan masih bermasalah, maka berkesempatan untuk dikoreksi
di tingkat kecamatan. Selanjutnya adalah pemutakhiran tingkat
kabupaten, ini tekanannya lebih pada mensinkronisasikan antara daftar
pemilih sementara yang masuk dari wilayah kecamatan dengan data yang
dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga masih
bisa membantu mengevaluasi kesenjangan antara Daftar Pemilih
Sementara (DPS) dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipi! Kabupaten Mamasa.

c. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Sebagai pegangan seluruh pihak dalam penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka Dafiar Pemilih Tetap
(DPT) menjadi dokumen penting yang menjadi rujukan bersama. Karena
itu, KPU Provinsi Sulawesi Barat selaku penyelenggara pemilihan kepala
daerah memiliki posisi penting terhadap penetapan DPT ini.
Seperti hainya pada pemutakhiran DPS, dalam proses penetapan DPT
juga dilakukan secara berjenjang. Dimulai pada tingkat desa/kelurahan,
kemudian ke tingkat kecamatan, dan selanjutnya di tingkat kabupaten.
Tahapan ini telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamasa, sehingga
terhadap masalah yang masih mengemukan pada saat pemutakhiran DPS,
sudah terselesaikan baru kemudian masuk ke penetapan DPT.
Tahapan ini tentu sangat penting artinya dalam memastikan secara resmi
terhadap hak warga Negara vyang berdomisili di Kabupaten Mamasa
dalam ikut serta melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur

Sulawesi Barat.
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d. Pelayanan Hak Pilih

Pada saat penetapan DPT, oleh KPU Kabupaten Mamasa menemukan
adanya kesenjangan antara jumiah pemilih pada DPT dengan jumlah
penduduk wajib pilih versi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Setelah KPU Kabupaten Mamasa melakukan evaluasi dan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait, salah masalah yang terungakap adalah masih
besarnya angka atau jumlah penduduk yang tidak masuk ke DPS dan
DPT dengan alas an mereka belum memiliki Kartu Tanda Penduduk
(KTP), atau beium terdafiar pada dokumen kependudukan Kabupaten
Mamasa.

Untuk maksud mengakomodir hak-hak warga masyarakat Mamasa dalam
ikut serta memilih calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Barat, maka KPU Kabupaten Mamasa mengambii dan
melaksanakan kebijakan pelayanan hak pilih. Ini dilakukan dengan
bekerjasama pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Mamasa. Sasarannya adalah warga masyarakat Kabupaten Mamasa yang
berusia di atas 18 tahun, belum terdaftar sebagai pemitih pada pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubermnur, karena alasan belum memiliki KTP atau
Surat Keterangan Kependudukan. Hasil dari pelayanan hak pilih ini
kemudian menjadi dasar dan bahan rujukan dalam pencatatan Daftar
Pemilih Tambah oleh KPU Kabupaten Mamasa.

Langkah ini juga dapat dipandang sebagai upaya positif KPU Kabupaten
Mamasa dalam memaksimalkan partsipasi pemilih pada pemilihan

Gubermnur dan Wakil Gubemnur Sulawesi Barat. Terutama bagi warga
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masyarakat yang terkendala karena alas an tidak memiliki KTP atau
Surat Keterangan Kependudukan.
e. Pencatatan Daftar Pemilih Tambah

Dalam menindak lanjuti pelayanan hak pilih, kemudian KPU Kabupaten

Mamasa menetapkan dan melaksanakan kebijakan pencatatan Dafiar

Pemilih Tambah. Dengan cara ini kemudian dapat mengurangi jumlah

pemilih yang belum terdaftar pada DPT karena alas an tidak memiliki

KTP atau Surat Keterangan Kependudukan.

2. Partisipasi Pemilik

Salah satu poin yang termuat di dalam rencana strategis KPU Kabupaten
Mamasa adalah memaksimalkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur
dan Wakii Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Poin ini menjadi penting artinya
karena memiliki 2 (dua) dimensi strategis. Pertama, yakni terkait dengan target
manajemen KPU Kabupaten Mamasa. Jika angka partisipasi pemilih besar,
maka menjadi uvkuran  keberhasilan KPU Kabupaten Mamasa
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Sebaliknya jika tingkat partisipasi
pemilih kecif, maka ini menjadi ukuran KPU Kabupaten Mamasa tidak berhasil
dalam penyeienggaraan pemilihan gubermur dan Wakil Gubernur.

Dimensi strategis kedua terkait dengan legitimasi atas hasil pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih di
Kabupaten Mamasa terhadap pemilihan Gubernur dan Waki! Gubernur, maka
semakin legitimate pula posisti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Demikian juga sebaliknya, jika partsipasi pemilih di Kabupaten Mamasa pada
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pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka legitimasi terhadap posisi
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, juga legitimasinya rendah.

Data yang telah disajikan menunjukkan bahwa secara kumulatif untuk
tingkat provinsi Sulawesi Barat partisipasi pemilih tersebut mencapai 73,83%.
Sedang untuk masing-masing kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi
Barat, masing-masing Mamasa 64%, Polewali Mandar 75%, Majene 84%,
Mamuju 76%, Mamuju Tengah 73%, dan Mamuju Utara 71%.

Berdasar data partisipasi pemilih tersebut di atas, dapat dinyatakan jika
partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa pada pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 terbilang masib rendah, Ada
dua argumentasi yang menjadi pendukung kesimpuian tersebut.

Pertama, jika partsipasi pemilih di Kabupaten Mamasa yakni 64%
dibanding dengan partisipasi pemilih rata-rata kabupaten se Sulawesi Barat
yakni 73,83%, maka jelas tingkat partisipasi pemilth di Kabupaten Mamasa
masih jauh lebih rendah. Masih terdapat selisih atau di bawah rata-rata
kabupaten se Sulawesi Barat sebesar 9,83%.

Kedua, jika dibanding dengan partisipasi pemilth masing-masing
kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka partisipasi pemilih di
Kabupaten Mamasa juga terbilang rendah. Dengan partisipasi pemilih di
Kabupaten Mamasa sebesar 64%, ini di bawah partisipasi pemilih di
Kabupaten Polewali Mandar yakni 75%, juga di Kabupaien Majene yaknt 84%,
di Kabupaten Mamuju yakni 73%, di Kabupaten Mamuju Tengah yakni 73%,

dan di Kabupaten Mamuju Utara yakni 71%.
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Jika partisipasi pemilih di Kabuoaten Mamasa ini dihubungkan dengan
berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian, maka faktor penyebabnya
dapat ditelusuri lebih mendalam pada dua hal. Pertama, yakni pada
keterbatasan pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi pemilih. Keterbatasan ini juga dapat dicermati pada dua aspek, yaitu
aspek jenis dan variasi programnya yang terbatas, serta kedua adalah
jangkauan kelompok sasaran atas program yang dilaksanakan yang juga
terbatas.

Kedua yakni pada kondisi eksternal Kabupaten Mamasa, dengan wilayah
vang luas dan medan yang berat, menciptakan tingkat mobilitas KPU
Kabupaten Mamasa selaku penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil

Guberfnur, juga banyak terkendala.

144

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43572.pdf

BABY
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada tujuan penelitian, data-data yang telah diolah dan
pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengorganisasian KPU Kabupaten Mamasa dalam peningkatan
partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 tampak pada kegiatan
sosialisasi pemilihan kepala daerah, pemutakhiran Daftar Pemilih
Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, pelayanan hak pemilih,
dan pencatatan Daftar Pemilih Tambahan. Pengorganisasian ini belum
memadai di dalam mendorong maksimalisasi partisipasi pemilih di
Kabupaten Mamasa. Karena jenis kegiatannya masih terbatas
demikian juga dengan jangkauannya kepada calon pemilih.

2. Capaian partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, terbilang rendah. Hal
tersebut dindikasikan oleh parisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa
yakni 64% dibanding dengan partisipasi pemilih rata-rata kabupaten se
Sulawesi Barat yakni 73,83%, maka jelas tingkat partisipasi pemilih di
Kabupaten Mamasa masih jauh lebih rendah. Masih terdapat selisih
atau di bawah rata-rata kabupaten se Sulawesi Barat sebesar 9,83%.
Selain itu, jika dibanding dengan partisipasi pemilih masing-masing
kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka partisipasi

pemilih di Kabupaten Mamasa juga terbilang rendah. Dengan

145

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43572.pdf

partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa sebesar 64%, ini di bawah
partisipasi pemilih di Kabupaten Polewali Mandar yakni 75%, juga di
Kabupaten Majene yakni 84%, di Kabupaten Mamuju yakni 73%, di
Kabupaten Mamuju Tengah yakni 73%, dan di Kabupaten Mamuju
Utara yakni 71%.

B. Saran

1. Untuk memaksimalkan peran KPU Kabupaten Mamasa dalam
peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur di masa yang akan dalang, maka perlu dipertimbangkan
upaya menyusun dan melaksanakan program yang lebih bervariasi
jenisnya, serta juga daya jangkauanya kepada caton pemilih yang lebih
luas.

2. Upaya meningkatkan partisipasi tidak bisa hanya dibebankan ke
pundak KPU semata. Semua Stakeholders pemilu memiliki tanggung
jawab sesuai perannya masing-masing yang diberikan undang-undang.
Penyelenggara harus bertugas memastikan tahapan berjalan sesuai
prosedur. Partai politik semestrinya bertugas melakukan fungsi
rekrutmen agar kandidat yang akan dipilih benar-benar kompeten,
kredibel dan berintegritas.

3. Pemerintah harus memfasilitasi tersedianya regulasi, pembiayaan dan
pengamanan yang baik agar pemilih dapat mengekspresikan piliban
politiknya secara bebas

4. Fenomena penurunan partisipasi pemilih dengan segala faktor yang

mempengaruhinya, harusnya mendorong KPU untuk merumuskan
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konsep peningkatan partisipasi masyarakat sesuai kebutuhan pemilih.
Membaca dan mengalisa psikologi pemilih dan juga lebih
meningkatkan sosialisast dan pendidikan pemilih yang berbasis

keluarga.
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Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5246);

Undang-Undang Nomor ! Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor | Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan kedva atas Undang-Undang Nomor | Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;
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LAMPIRAN 1 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pengantar

Daftar pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data guna
melengkapi bahan penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Studi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka UPBJJ
Majene.

Atas kesediaan anda memberi jawaban, tak lupa diucapkan terima kasih.

IDENTITAS INFORMAN

1. Nama T rarreeraaaeeiaasieteiraeeanaanrrann
2. Pekerjaan e e eeetetrrerrrretereeeneaanrananane
3. Pendidikan Terakhir et e e iarrertreren et iaan ey

Kategori Penelitian * Pertanyaan Wawancara

Bagaimana menurut anda Pelaksanaan
Sosialisasi Pemilukada sosialisasi Pemilukada apakah berjalan sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan?

Bagaimana pendapat anda tentang informasi
mengenai tahapan pemilukada di Kabupaten
Mamasa?

151

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43572.pdf

Apakah semua proses tahapan pemilukada
dapat dimengerti oleh orang-orang yang
berkepentingan ?

Bagaimana pendapat anda mengenai media
informasi dalam sosialisasi pemilukada di
Tahun 2017 pada Pemilu Gubernur Sulbar?

Apakah KPUD aktif metakukan sosialisasi
dalam rangka pelaksanaan pemilukada?

Bagaimana pendapat anda mengenai pemilih
Sikap Apatis Pemilih apatis dalam pemilukada Gubernur di Tahun
20177

(tidak kemauan pengguna
hak pilih menggunakan hak

pilihnya)

Dalam pengamatan yang dilakukan masih
cukup banyak pemilih yang tidak berpartisipasi
dalam pemilukada Gubernur kemarin. Menurut
anda apa penyebabnya ?
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Bagaimana menurut anda peran partai politik
dalam mendorong partisipasi politik
masyarakat ?

Bagaimana menurut anda peran lembaga
KPUD dalam mendorong partisipasi politik
masyarakat ?.

Menurut anda apakah ada hubungan tingkat
pendidikan formal masyarakat dengan
partisipasi politiknya ?

Dari observasi yang dilakukan lebih banyak
Pemilih Spectator pemilih pada kategori ikut memilih karena
motivasi subyektif, misalnya diiming-iming
( pemilih yang turut serta | uang , bagaimana menurut anda ?
berpartisipasi sebatas ikt
memilih dalam arti cukup
menggunakan bhak pilibnya)

Masih banyak pemilih yang hanya memilih
dengan melihat pada perspektif orang atau
karena kedekatan hubungan emosional tanpa
melihat program dan prestasi calon
pemimpinnya. Bagaimana menurut anda ?
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Masih banyaknya pemilih yang hanya memilih
berdasarkan pertimbangan perasaan saja,
apakah ini dapat dikatakan sebagai bentuk
kegagalan pendidikan politik masyarakat ?

Masih banyaknya pemilih yang tidak mengenaf J
calon pilihannya baik secara langsung atau
tidak langsung bagaimana menurut anda?

| ,

Banyaknya pemilih yang cenderung
menghadiri semua kampanye kandidat dalam
pemilukada?

Dari observasi yang dilakukan banyak
Pemilik Gladiator kelompok pemilih dalam masyarakat yang
memiliki militansi cukup tinggi dalam
(pilib yang secara aktif memperjuangkan jagoannya. Bagaimana
terlibat dalam proses politik | menurut anda?
misalnya tim kampanye)

Ada masyarakat yang begitu aktif terlibat
dalam pemilukada, meskipun yang
bersangkutan sebenarnya hanya simpatisan,
bagaimana menurut anda ?

Menurut anda apakah ada hubungan antara
kemampuan pembiayaan calon gubernur
dengan kemampuan merekrut simpatisan
dalam pemilukada ?
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Menurut anda membangun militansi pendukung
dalam setiap pemilukada apakah bermanfaat
dalam pendidikan demokrasi politik
masyarakat ?

Menurut anda golongan masyarakat mana saja N
yang tergolong cenderung militant dalam
mendukung calon pemimpinnya ?

Apakah ada hubungannya tingkat pendidikan
masyarakat dengan partisipasi aktifnya dalam
pemitukada ?

Menurut anda apakah KPUD telah menuntaskan
seinua tahapan Pemilukada dengan baik ?

Secara keseluruhanh hasil pemilukada tahun 2617
dapat diterima. Apakah menurut anda cara kerja
KPUD teelah berhasil dalam melakasanakan
tugasnya ?

155

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43572.pdf

Menurut anda apakah semua item kegiatan
pemilukada telah dijalankan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Peneliti

Rahmawati
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